LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 336 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PETA PROSES BISNIS
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu
area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk
mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat
fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem, proses, dan
prosedur kerja yang sesuai dengan prinsip Good
Governance di  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penetapan Peta
Proses Bisnis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

jdih.lIkpp.qgo.id




Menetapkan

KESATU

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
144);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
411);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana
Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1033);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PETA
PROSES BISNIS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH.

Menetapkan Peta Proses Bisnis Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Peta Proses
Bisnis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
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KEDUA . Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU menjelaskan hubungan kerja antar unit organisasi
dalam lingkup Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah berdasarkan fungsinya, terdiri dari Peta Proses
Bisnis Level 0, Peta Proses Bisnis Level 1 dan Peta Proses
Bisnis Level 2.

KETIGA : Setiap unit organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dalam melaksanakan hubungan
kerja antar unit organisasi sesuai tugas fungsinya wajib

mengacu pada Peta Proses Bisnis.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penetapan Peta Proses Bisnis
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Oktober 2023
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
o 1¢}§3\iro Hukum, Organisasi dan
,$‘umfgf\i‘¢ii‘i\'ﬁiaya Manusia LKPP,

\/\/\,\‘

jdih.lkpp.qgo.id



LAMPIRANI : KEPUTUSAN KEPALA  LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PENETAPAN PETA PROSES
BISNIS LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG /JASA
PEMERINTAH

NOMOR 363 TAHUN 2023

TANGGAL . 5 OKTOBER 2023

PETA PROSES BISNIS
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
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LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

-2 -

DAFTAR PETA PROSES BISNIS

Level Halaman
Nomor Nama Proses Nama Sub-Proses
Proses Lampiran
Peta Proses Bisnis Level O
- ' - 0 10
(Value Chain)
LKPP.PA.L1.MS/2023.01 Manajemen Strategi - 1 12
LKPP.PA.L2.MS/2023.01 Manajemen Strategi - 2 13
LKPP.PA.L1.TK/2023.02 Tata Kelola - 1 16
LKPP.PA.L2.TK/2023.02 Tata Kelola - 2 17
LKPP.PA.L1.MR/2023.03 Manajemen Risiko - 1 19
LKPP.PA.L2.MR/2023.03 Manajemen Risiko - 2 20
LKPP.PA.L1.PI/2023.04 Pengawasan Intern - 1 22
LKPP.PA.L2.PI/2023.03 Pengawasan Intern - 2 23
LKPP.PU.L1.PKPBJ/2023.05 Perumusan Kebijakan PBJP - 1 25
LKPP.PU.L2.PKPBJ/2023.05 Perumusan Kebijakan PBJP - 2 26
Pengembangan Sistem Digital
LKPP.PU.L1.PSD/2023.06 - 1 27
PBJP
Pengembangan Sistem Digital
LKPP.PU.L2.PSD/2023.06 PRJP - 2 28
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Level Halaman
Nomor Nama Proses Nama Sub-Proses
Proses Lampiran
LKPP.PU.L1.IKPBJ/2023.07 Implementasi Kebijakan PBJP - 1 30
Pembentukan Pemberian
LKPP.PU.L2.IKPBJ/2023.07-01 Implementasi Kebijakan PBJP 2 31
Keterangan Ahli (PKA)
Pembentukan Unit Kerja Pengadaan
LKPP.PU.L2.IKPBJ/2023.07-02 Implementasi Kebijakan PBJP 2 32
Barang/Jasa (UKPBJ)
Pembentukan Jabatan Fungsional
LKPP.PU.L2.IKPBJ/2023.07-03 Implementasi Kebijakan PBJP | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 2 33
(JF PPBJ)
Akreditasi Lembaga Pelatihan
LKPP.PU.L2.IKPBJ/2023.07-04 Implementasi Kebijakan PBJP 2 34
Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ)
Penerapan Sistem Pengadaan
LKPP.PU.L2.IKPBJ/2023.07-05 Implementasi Kebijakan PBJP 2 35
Secara Elektronik (SPSE)
Pembinaan dan Dukungan
LKPP.PU.L1.PDPBJ/2023.08 - 1 36
PBJP
Pembinaan dan Dukungan
LKPP.PU.L2.PDPBJ/2023.08-01 PRJP Peningkatan Kapabilitas UKPBJ 2 37
Pembinaan dan Dukungan
LKPP.PU.L2.PDPBJ/2023.08-02 PRUP Peningkatan Kapabilitas LPPBJ 2 38
Pembinaan dan Dukungan
LKPP.PU.L2.PDPBJ/2023.08-03 PRIP Knowledge Management 2 39
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Level Halaman
Nomor Nama Proses Nama Sub-Proses
Proses Lampiran
Pembinaan dan Dukungan Pembinaan SDM PBJ: A. Pembinaan
LKPP.PU.L2.PDPBJ/2023.08-04A 2 40
PBJP JF PPBJ
Pembinaan dan Dukungan Pembinaan SDM PBJ: A. Pembinaan
LKPP.PU.L2.PDPBJ/2023.08-04B 2 41
PBJP Kepala UKPBJ
Pembinaan dan Dukungan
LKPP.PU.L2.PDPBJ/2023.08-05 PRUP Pembentukan Clearing House 2 42
Pembinaan dan Dukungan
LKPP.PU.L2.PDPBJ/2023.08-06 PRJP Konsultasi/Advokasi/Pendampingan 2 43
Pembinaan dan Dukungan
LKPP.PU.L2.PDPBJ/2023.08-07 PRJP Penyelesaian Sengketa Kontrak 2 44
LKPP.PU.L1.LPN/2023.09 Layanan Pengadaan Nasional - 1 45
LKPP.PU.L2.LPN/2023.09-01 Layanan Pengadaan Nasional | Pengelolaan Katalog 2 46
Pelatihan Sumber Daya Manusia
LKPP.PU.L2.LPN/2023.09-02 Layanan Pengadaan Nasional 2 47
Pengadaan Barang/Jasa
Sertifikasi Sumber Daya Manusia
LKPP.PU.L2.LPN/2023.09-03 Layanan Pengadaan Nasional 2 48
Pengadaan Barang/Jasa
Pemantauan, Evaluasi &
LKPP.PU.L1.PEP/2023.10 - 1 50
Pelaporan PBJP
Pemantauan, Evaluasi &
LKPP.PU.L2.PEP/2023.10 - 2 51
Pelaporan PBJP
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Level Halaman
Nomor Nama Proses Nama Sub-Proses
Proses Lampiran
LKPP.PP.L1.PHKM/2023.11 Pelayanan Hukum - 1 43
LKPP.PP.L2.PHKM/2023.11 Pelayanan Hukum - 2 54
LKPP.PP.L1.PHU/2023.12 Pelayanan Humas - 1 56
LKPP.PP.L2.PHU/2023.12-01 Pelayanan Humas Peliputan 2 57
LKPP.PP.L2.PHU/2023.12-02 Pelayanan Humas Kerjasama 2 58
LKPP.PP.L2.PHU/2023.12-03 Pelayanan Humas Publikasi 2 59
LKPP.PP.L1.PENGADAAN/2023.13 Pelayanan Pengadaan - 1 60
LKPP.PP.L2.PENGADAAN/2023.13-01 | Pelayanan Pengadaan Pengadaan Melalui Penyedia 2 61
LKPP.PP.L2.PENGADAAN/2023.12-02 | Pelayanan Pengadaan Pengadaan Melalui Swakelola 2 64
LKPP.PP.L1.PUMUM/2023.13 Pelayanan Umum - 1 66
Pengelolaan Barang Milik Negara
LKPP.PP.L1.PUMUM/2023.13-01 Pelayanan Umum 1 67
(BMN)
Pengelolaan Barang Milik Negara
LKPP.PP.L2.PUMUM/2023.13-01 Pelayanan Umum 2 68
(BMN)
Layanan Tata Usaha (Buku,
LKPP.PP.L2.PUMUM/2023.13-02 Pelayanan Umum 1 69
Dokumen Naskah Dinas dan Arsip)
Layanan Tata Usaha: A. Buku
LKPP.PP.L2.PUMUM/2023.13-02A Pelayanan Umum 2 70
Perpustakaan
Layanan Tata Usaha: B. Dokumen
LKPP.PP.L2.PUMUM/2023.13-02B Pelayanan Umum 2 71
Naskah Dinas
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Level Halaman
Nomor Nama Proses Nama Sub-Proses
Proses Lampiran
LKPP.PP.L2.PUMUM/2023.13-02C Pelayanan Umum Layanan Tata Usaha: C. Arsip 2 72
Layanan Keprotokolan dan Layanan
LKPP.PP.L2.PUMUM/2023.13-03 Pelayanan Umum o 1 73
Pimpinan
Layanan Keprotokolan dan Layanan
LKPP.PP.L2.PUMUM/2023.13-03A Pelayanan Umum 2 74
Pimpinan: A. Layanan Keprotokolan
Layanan Keprotokolan dan Layanan
LKPP.PP.L2.PUMUM/2023.13-03B | Pelayanan Umum 2 75
Pimpinan: A. Layanan Pimpinan
Pengelolaan Sumber Daya
LKPP.PP.L1.PSDM/2023.14 - 1 76
Manusia
Pengelolaan Sumber Daya
LKPP.PP.L2.PSDM/2023.14-01 Desain Organisasi 2 77
Manusia
Perencanaan Kebutuhan dan
Pengelolaan Sumber Daya
LKPP.PP.L2.PSDM/2023.14-02 Pemenuhan; Pengadaan Pegawai; 2 78
Manusia
dan Administrasi Pegawai
Pengelolaan Sumber Daya Pengembangan Kompetensi; dan
LKPP.PP.L2.PSDM/2023.14-03 2 79
Manusia Pengelolaan Kinerja
Pengelolaan Sumber Daya Pengembangan Karir; dan
LKPP.PP.L2.PSDM/2023.14-04 2 80
Manusia Pengelolaan Penggajian
Pengelolaan Sumber Daya Pengelolaan Penghargaan; dan
LKPP.PP.L2.PSDM/2023.14-05 2 81
Manusia Pemberhentian
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Level Halaman
Nomor Nama Proses Nama Sub-Proses
Proses Lampiran
LKPP.PP.L1.RND/2023.15 Pengkajian dan Pembangunan - 1 82
LKPP.PP.L2.RND/2023.15 Pengkajian dan Pembangunan - 2 83
Pengelolaan Teknologi
LKPP.PP.L1.TIK/2023.16 Informasi dan Komunikasi - 1 84
(TIK)
Pengelolaan Teknologi
Pengelolaan Sistem dan
LKPP.PP.L1.TIK/2023.16-01 Informasi dan Komunikasi 1 85
Infrastruktur
(TIK)
Pengelolaan Teknologi
) o Pengelolaan Sistem dan
LKPP.PP.L2.TIK/2023.16-01 Informasi dan Komunikasi 2 86
Infrastruktur
(TIK)
Pengelolaan Teknologi
LKPP.PP.L1.TIK/2023.16-02 Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Data dan Informasi 1 88
(TIK)
Pengelolaan Teknologi
LKPP.PP.L2.TIK/2023.16-02 Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Data dan Informasi 2 89
(TIK)
LKPP.PP.L1.KEU/2023.17 Pengelolaan Keuangan - 1 90
LKPP.PP.L2.KEU/2023.17 Pengelolaan Keuangan - 2 91
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BAB I
PENDAHULUAN

Definisi Peta Proses Bisnis menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan
Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah adalah diagram yang menggambarkan
hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan
kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang
bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses bisnis merupakan aset
terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan
dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan
untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis
untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan
sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Lembaga Kebijakan Pengadaa Barang/Jasa Pemeerintah (LKPP) telah
menyusun Peta Proses Bisnis pada tahun 2019 yang disahkan dalam Keputusan
Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Lembaga Kebijakan
Pengadaan barang/Jasa Pemerintah. Peta Proses Bisnis tersebut mengacu pada
Rencana Strategis LKPP 2015 - 2019 serta Organisasi dan Tata Kerja LKPP
berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pada tahun 2020, atas dasar arahan Presiden untuk penyederhaan organisasi
dan penyederhanaan jabatan serta beberapa dinamika organisasi, LKPP
melaksanakan restrukturisasi organisasi. Selain itu, di tahun 2020 LKPP juga
menerbitkan Renstra 2020 — 2024. Hal-hal tersebut menjadi dasar penyusunan Peta
Proses Bisnis LKPP yang baru agar Peta Proses Bisnis LKPP dapat menggambarkan
hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi guna menghasilkan
kinerja sesuai dengan tujuan organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai
tambah bagi pemangku kepentingan.

o D
hain

Tingkatan atau level proses bisnis sebagaimana

dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
... Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19
. Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis
Instansi Pemerintah terdiri atas:
A. Level O (Value Chain)
B. Level 1 - Level n (Process Mapping)
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C. SOP (Standar Operasional Prosedur)

Gambar 1. Level Proses Bisnis D. Instruksi Kerja

Peta Proses Bisnis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini
terdiri atas:

1. Peta Proses Bisnis Level O (Value Chain)

Terdiri dari Proses Pengarah; Proses Utama; dan Proses Pendukung.

a. Proses Pengarah terdiri dari Manajemen Strategi; Tata Kelola; Manajemen
Risiko; dan Pengendalian Internal.

b. Proses Utama dimulai dari Perumusan Kebijakan PBJP; Pengembangan Sistem
Digital PBJP; Implementasi Kebijakan PBJP; Pembinaan & Dukungan PBJP;
Layanan Pengadaan Nasional; hingga Pemantauan, Evaluasi & Pelaporan
PBJP.

c. Proses Pendukung terdiri dari Pelayanan Hukum; Pelayanan Humas;
Pelayanan Pengadaan; Pelayanan Umum; Pengelolaan SDM; Penelitian &
Pengembangan; Pengelolaan TIK; dan Pengelolaan Keuangan.

2. Peta Proses Bisnis Level 1, merupakan turunan dari Proses Bisnis Level O
menjelaskan masing-masing proses dalam Proses Pengarah, Proses Utama, dan
Proses Pendukung.

3. Peta proses Bisnis Level 2, merupakan turunan dari Proses Bisnis Level 1 yang

mendetilkan proses pada masing-masing Level 1.

Peta Proses Bisnis ini menggambarkan proses logis yang secara umum berlaku
dari mulai hingga akhir, namun untuk beberapa kegiatan mungkin saja ada satu
proses atau lebih yang dilewati. Peta Proses Bisnis ini akan menjadi acuan

penyesuaian dan penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) LKPP.
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PROSES
PENGARAH

PROSES
UTAMA

PROSES
PENDUKUNG

10

BAB II
PETA PROSES BISNIS LEVEL O (VALUE CHAIN)
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Manajemen Manajemen Pengawasan
Strategi Tata Kelola Risiko Intern

Pelayanan Pelayanan
Pelayanan Umum
Pengkajian & Pengelolaan
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BAB III
PROSES PENGARAH
LEVEL 1 & 2
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NOMOR LKPP.PA.L1.MS/2023.01

PROSES MANAJEMEN STRATEGI LEVEL 1
MULAI Analisis Strategis
OUTPUT RENSTRA, RENJA, dan RKA
AKHIR Pemantauan, Evaluasi, & Pelaporan
KETERANGAN Proses pengelolaan strategi mulai dari perencanaan, implementasi, evaluasi dan monitoring strategi, termasuk

manajemen kinerja unit.

Manajemen
Strategi

Pemantauan,
Evaluasi &
Pelaporan

Analisis Formulasi Strategy Implementasi
Strategis Strategi Cascading Strategi

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR

LKPP.PA.L2.MS/2023.01

HALAMAN

PROSES

MANAJEMEN STRATEGI

LEVEL

Unit Organisasi

Analisis Strategis Formulasi Strategi

BPKEU
(Perencanaan)

Penyampaian
RPJMN dan

atau Arahan

Strategis
lainnya

Analisis
potensi dan
permasalah

an lembaga

Rekomendasi
isu strategis
lembaga

Penyusunan
visi, misi,
tujuan, dan

sasaran
strategis
lembaga

Analisis usulan
sasaran program,
sasaran kegiatan,
indikator kinerja
beserta
pendanaannya

Penyusunan
Rancangan
Renstra

LKPP

Rancangan
Renstra
dengan

PPN

Pembahasan

Kementerian

Unit Organisasi
Eselon II

N

)

Unit Organisasi
Eselon I/I1I
Mandiri

Identifikasi
isu strategis

-

)

Analisis
potensi dan
permasalahan

-

Usulan isu
strategis

-

Perumusan dan
pengusulan
sasaran program,
sasaran kegiatan,

indikator kinerja
beserta
pendanaannya

Kepala LKPP

)

Pembahasan

rekomendasi

isu strategis
lembaga

—

Penetapan isu
strategis,
arah dan
kebijakan
lembaga

A 4

Pembahasan
dan penetapan
visi, misi,

tujuan, dan
sasaran
strategis

lembaga

—

h 4

Rancangan
Renstra
LKPP

Penetapan
Rancangan
Renstra
LKPP

Pembahasan

_ "

Penetapan
Renstra
LKPP
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NOMOR

LKPP.PA.L2.MS/2023.01

HALAMAN 2

PROSES

MANAJEMEN STRATEGI

LEVEL 2

Unit Organisasi

Strategy Cascading Implementasi Strategi

()

Analisis

Penyusunan

Penelitian

Penyusunan

Renia/RKA LKPP

] pp.ga.i

5 . Rancangan Rancangan KAK dan v
poyampean Renstra : Renja/RKA RAB a
cnstra Eselon I/1I !
BPKEU sebagai dasar Mandiri H v
(Perencanaan) penyusunan ) 4 H
Relnstra yy Ya ! ———»<{ OK? Pembahasan
E;;air:ﬁlr/in OK? i Penyampaian Renja/RKA LKPP
! besaran pagu Tidak bersama Kemen-PPN
Tidak ! - dan Kemenkeu
—T |
1
! Y
| ( ) Tidak
Inspektorat X Reviu KAK
(Tim Reviu) ! ’ dan RAB OK?
! @@
1
h 4 ' Ya
1
Penyusunan P ¢ 1 X ( \
Unit Organisasi & Pengusulan cnetap ! Memberikan . Wiayei / \ / N\
Eselon I/II Rancangan an ' arah & strategi L dan Pelaksanaan
Mandiri et Renstra H pencapaian menyampai Penyusunan output
H o
Eselon I/1I E?i(l)n ! kineria kan KAK ;KTa(i{an kegiatan
Mandiri cnaxst
| ;A—/ Eselon I/1I lflaarialri';
: berdasarkan gKe |
X Renja/RKA pencapaian
! LKPP kinerja
Unit Organisasi ! iﬁﬁi&ﬁ;ﬂ Penyudsutnan dan tahunan
Eselon II N put penandatanganan
! rincian KAK dan RAB N~
! kegiatan output kegiatan A
1
1
i
| Penetapan
ene
Kepala LKPP i Renja/RKA LKPP
1
1
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NOMOR LKPP.PA.L2.MS/2023.01 HALAMAN 3

PROSES MANAJEMEN STRATEGI LEVEL 2

Unit Organisasi Pemantauan, Evaluasi & Pelaporan

Pengolahan, /—\ -
analisis data Penyusunan Pengumpulan Penyusunan & Finalisasi
dan/atau laporan draft LKJ penyampaian draft LKJ
informasi kinerja pemantauan Eselon I/1I draft LKJ Lembaga
Sestama ¢ > Mandiri dan Lembaga
(EPP) Ya penyampaian ke
Verifikasi data . inspektorat ?
dan/atau OK? Peliyampalan untuk Tindak
informasi kinerja ’ aporan \ dilakukan reviu / Analisis LKJ Laniut
berkala Pemantauan Eselon I/1I }?:iﬁ
y Tidak $
Unor Eselon II Pengumpulan Mempelajari dan
dan menindaklanjuti
penyampaian _ hasil
data dan/atau | Pemantauan dan
U Esel Ki inf.orrtr)lai al Evaluasi berkala Penyusunan Tindak Penetapan LKj
: /r;(lni“ as:dci):; inerja berkala & Lanjut Eselon I/1I
—~ penyampaian Hasil Reviu Mandiri
A
2 — Reviu draft
:;is,f,ell;g:i: Laporan Kinerja Reviu
Eselon I/1I draft LKJ
Mandiri
Kepala LKPP Penetapan

LKJ
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NOMOR LKPP.PA.L1.TK/2023.02

NAMA
PROSES TATA KELOLA LEVEL 1
MULAI Identifikasi Kebutuhan Proses dan Pedoman

kerja Proses Bisnis, Dokumen Pedoman Kerja antara lain

OUTPUT SOP dan Instruksi Kerja.

SELESAI Pelaporan

KETERANGAN Pengelolaan proses kerja yang ada di LKPP, termasuk pengembangan berkesinambungan (continuous improvement) dari
proses-proses yang ada.

Tata Kelola

Identifikasi Penyusunan
Kebutuhan Proses Proses Bisnis Sosialisasi / Pemantauan

Implementasi Perbaikan Pelaporan

Bisnis dan dan Pedoman Diseminasi & Evaluasi

Pedoman Kerja Kerja

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR

LKPP.PA.L2.TK/2023.02

HALAMAN

PROSES

TATA KELOLA

LEVEL

Unit Organisasi

Identifikasi Kebutuhan Proses

Bisnis & Pedoman Kerja

Penyusunan Proses Bisnis dan Pedoman Kerja

Sosialisasi/
Diseminasi

O )

;
1
. Menyusun Tidak !
Analisis VvV aa !
. L. kesesuaian dll;if):z]sal Ya Penetapan |
Unit Organisasi kebutuhan Bianiadan - Proses Bisnis E Pel.aksgnaa.n
Eselon II Proses Pedoman Pembah dan : Diseminasi
Bisnis dan X EmiorElnE !
L san draf !
Lr—/ Proses —» Pengarsipan
/—v—\ Bisnis —! \
Pemetaan Review draf Peélic?r?l an el
Kebutuhan Menyusun awal Proses ! Penomoran \ - elaksanaan
BHOSDM Proses Bisnis daftar el @lem kerja Proses N Sosialisasi
(Ortala) dan Pedoman inventaris Bedleimam Bisnis dan
kerja yang kebutuhan keria Pedoman
dibutuhkan N keria
)
BHOSDM Legal
(Hukum) ] Drafting
v

Kepala LKPP

Penetapan Proses
Bisnis

BHU
(Tata Usaha)

Penomoran
produk hukum
pedoman kerja

jdih.lkpp.gq.id
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NOMOR

LKPP.PA.L2.TK/2023.02

HALAMAN

PROSES

TATA KELOLA

LEVEL

Unit Organisasi

Implementasi

Pemantauan & Evaluasi

Perbaikan

Pelaporan

BHOSDM
(Ortala)

T
Pemetaan )
Pedoman Laporan hasil
i tauan

Kerja yang peman
akan dimonev berkala
Pemantauan Evaluasi
implementasi implementasi
pedoman kerja pedoman

- J kerja

-

Laporan hasil
evaluasi
berkala

)

Pembahasan
draf revisi
Pedoman
Kerja

Penomoran
dan
pengarsipan

Rekap hasil
penyusunan
dan perbaikan
pedoman kerja

A 4

Penyusunan

Laporan
| —

Unit Organisasi
Eselon II

Implementasi
pedoman
kerja

Melaksanakan
Rekomendasi
perbaikan hasil
evaluasi

Menyusun
revisi Pedoman

Penetapan
pedoman
kerja

Kerja
-

BHOSDM

Penyampaian Hasil
Pemantauan, Evaluasi dan
rekomendasi ke unit organisasi

idih.lkpp.goli
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NOMOR LKPP.PA.L1.MR/2023.03
PROSES MANAJEMEN RISIKO LEVEL 1
MULAI Identifikasi Konteks Manajemen Risiko
OUTPUT Profil Risiko, Kegiatan Mitigasi, dan Peta Risiko
AKHIR Pelaporan
KETERANGAN | Proses pengelolaan risiko dalam organisasi LKPP, mulai dari identifikasi, mitigasi dan monitoring risiko.

Manajemen

Risiko

Identifikasi
Konteks

Manajemen
Risiko

Identifikasi Analisis
Risiko Risiko

Evaluasi
Risiko

Komunikasi
& Pelaporan
Konsultasi

Pemantauan
& Reviu

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PA.L2.MR/2023.03 HALAMAN 1
PROSES MANAJEMEN RISIKO LEVEL 2
Unit Organisasi Identlﬁkl?asl; pouts Identifikasi Risiko Analisis Risiko Evaluasi Risiko Respon Risiko
| NG N
Perumusan E o E Identifikasi i Identifikasi
Ruang : Perumgsan Inven‘Far1sa31 Penetapan ! prioritas risiko : Respon
Lingkup : peristiwa kegiatan Rt ! berdasarkan !
Tinckat UPR | risiko pengendalian Dampak . nilai risiko [
: yang telah Risiko : :
| dilaksanakan/ | l | Identifikasi
. v ' ' ! Inovasi
Unit ! ! . . !
Pemilik Risiko Identifikasi ! v v ! Identifikasi ! ~
(Unit Organisasi) Konteks | Penetapan | dan | \ 4
it ! Pernyataan Penet ! Penentuan ! )
SO : Risiko Soebpen Penetapan i Selera Risiko |
| Kriteria dan Nilai L ) Penentugn
i Level Risiko i E Alokasi
v ! Kemungkinan ! \ ! \f/
! Teriadinva ! !
Identifikasi ! ! Pemeringkatan ! Pelaksanaan
Kategori/ ! ! dan Penentuan - Ihovasi
Kriteria Risiko ! ! Daftar Prioritas ! Pengendalian
| | |
Sestama Vs : : : ~N
Melakukan pengendalian / pengawasan / penelaahan
- J
P | T ] 1 ~
Inspektorat Melakukan pengawasan internal dengan cara asurans (audit, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, probity audit, reviu, evaluasi, pemantauan)
dan konsultansi (sosialisasi, bimtek, asistensi, coaching, fasilitasi)
- J

jdih.lIkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PA.L2.MR/2023.03 HALAMAN 2
PROSES MANAJEMEN RISIKO LEVEL 2
Pemantauan Pemantauan Reviu atas risiko Penetapan Usulan ( Penvusunan Laporan
atas baru atau masalah Risiko Baru/Masalah " yu b
Unit atas _R.espon keterjadian yang belum yang belum . P(?n.erapar'l Manaje.mer.l
Pemilik Risiko Rl risiko teridentifikasi teridentifikasi L 1tilie® Lot Oigasiser

A

v v
Pemantauan dan evaluasi atas Verifikasi terhadap usulan UPR Y
efektivitas respon risiko atas atas risiko baru atau masalah
seluruh risiko yang teridentifikasi yang belum teridentifikasi Penyusunan
s Laporan Penerapan
estama Manajemen Risiko
Tingkat Unor &
Evaluasi penerapan Lembaga
manajemen risiko di Unit
Organisasi J
A 4
. Penyusunan Laporan

Inspektorat Evaluasi Penerapan ‘( Hasil Penjaminan

tingkat Lembaga

Manajemen Risiko di
J Manajemen Risiko

'L Mutu Penerapan

1dih nn
ul

LI ll\
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NOMOR LKPP.PA.L1.PI1/2023.04

PROSES PENGAWASAN INTERN LEVEL 1
MULAI Perencanaan
OUTPUT Indeks Kepatuhan
AKHIR Tindak Lanjut
KETERANGAN Proses yang mengendalikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di internal LKPP untuk memastikan

kepatuhan (compliance) dan Good Governance.

Pengawasan

Intern

Perencanaan —> Pelaporan Tindak Lanjut

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PA.L2.P1/2023.03
PROSES PENGAWASAN INTERN LEVEL 2
Unit Organisasi Perencanaan Pelaksanaan Pelaporan Tindak Lanjut
A

Inspektorat

Penetapan konteks
dan tuiuan

J

v

Menyusun profil klien
(audit universe)

~

v

Permintaan masukan
PKPT ke Kepala,
Eselon 1 dan Unit
Organisasi

v

\

Penyusunan program
kerja pengawasan
internal tahunan

Finalisasi
PKPT

Persiapan
kegiatan

pengawasan
intern

Penugasan Tim

v

Pelaksanaan
kegiatan
pengawasan
intern

Penyusunan
laporan hasil
pengawasan
intern

Finalisasi
laporan hasil
pengawasan

intern

Penyampaian
laporan hasil
pengawasan

intern ke Unor

-

Penyusunan
Laporan Hasil
Tindak Lanjut

Finalisasi Laporan

Hasil Tindak Lanjut

Penyampaian
Laporan Laporan

Hasil Tindak Lanjut
ke Kepala LKPP dan

Unor

Unit Organisasi

Penyusunan &
penetapan RATL

hasil pemeriksaan

Penyampaian
RATL ke
Inspektorat

Pelaksanaan
tindak lanjut
atas rencana

aksi

A 4 :

BHOSDM [ Legal Drafting ] i

: |

Kepala LKPP [ Penetapan PKPT ]’ i i
! 1

jdih.lkpp.go.id
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BAB IV
PROSES UTAMA
LEVEL 1 & 2

jdih.lIkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PU.L1.PKPBJ/2023.05
PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PBJP LEVEL 1
MULAI Penetapan Agenda Kebijakan
OUTPUT | Kebijakan PBJP yang telah disosialisasikan
AKHIR Diseminasi Kebijakan
e Merupakan fungsi utama LKPP dalam perumusan dan penetapan Kebijakan pengadaan barang/jasa
Pemerintah, yang akan menjadi rujukan bagi Instansi Pemerintah dan/atau pihak lain dalam melakukan
kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
e Kebijakan mencakup:
KETERANGAN - pengadaan barang/jasa Pemerintah

- pengembangan dan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia PBJP
- pengembangan dan pembinaan digital PBJP
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan
e Kebijakan dapat berupa Surat Edaran, Keputusan Deputi, Keputusan Kepala LKPP, Peraturan Kepala LKPP,
Peraturan Presiden, atau peraturan lainnya.
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NOMOR

LKPP.PU.L2.PKPBJ/2023.05

PROSES

PERUMUSAN KEBIJAKAN PBJP

LEVEL

Unit
Organisasi Agenda Setting Penyusunan Kebijakan Penetapan Kebijakan Pelaporan Diseminasi Kebijakan
e N ! ! |
Identifikasi ' F lasi 1 !
Kebutuhan .| Pembahasan ormuast | Penyusunan i
ri| Usulan Kehiiakan H Laporan :
Seluruh | | Kebijakan ' ' Persiapan Pelaporan
Unit P\ J ! ! X Diseminasi Pelaksanaan
. " .
Organisasi Kajian terhadap ! Konsultasi Publik | Perbaikan ! ! .
Penyusun Masalah Kebiiakan| | v atas Rancangarn ! Rancﬂa.ngan ! Raviin '
Kebijakan v ™ Kebiiakan | Eebigk '| 1anoran !
| | Penyusunan 1 ! ' Koordinasi
Konsultasi Publik | |1 Alternatif ' ! :
' Usulan . | ' I
1 Kebiiakan Finalisasi : | Finalisasi |
! Rancangan ] ! Laporan | |
Usulan Kebijakan [— - ! |
1 \ | 1
. ' | P
1 | | elaksanaan
BHU ! i ! ! Diseminasi
(Humas) : | : :
! " 1
| ! . i
1
' ' Penyampaian Rancangan Kebijakan dan | !
! i Permintaan Harmonisasi Rancangan ' '
1 : Reviu A 4 Kebiiakan ke Kemenkumham | :
! b Rancangan Reviu | !
[ Kebijak . '
! i o Perbaikan ! !
I ' Rancangan | i
. H 1
BHOSDM : : Kebijakan Pepl:rs:Stiu(;;?n : ! v
i | Pengundangan ! '
(Hukum) N | gu & i '| Penayangan
: | | | JDIH
1 \ 1 !
! ! Usulan | |
! 1 Penetanan 1 :
, ! ! .
1 | T T
Seluruh ! 1 . . 1 1
s ! || Penyampaian Penyampaian i I
Unit | 'l Masuk: Persetujuan ! '
Organisasi ! l ! bl by ! !
+ 1
! i v : :
! 1
1 Pemilihan ' 1 1
Pimpinan || Alternatif Usulan ! Penetapan ! !
1 Kebijakan \ | :
1 \ 1
1 \ 1 1

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PU.L1.PSD/2023.06
PROSES PENGEMBANGAN SISTEM DIGITAL LEVEL 1
PBJP
Identifikasi kebutuhan pengembangan
MULAI . . o . .
sistem Sistem /aplikasi hasil pengembangan yang siap
OUTPUT | _.
digunakan
AKHIR Sistem deployment
Sesuai dengan fungsinya, LKPP melakukan pengembangan sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah secara
elektronik (Digital) dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengembangan digital termasuk
KETERANGAN | penggunaan teknologi terbaru sesuai dengan perkembangan teknologi dan arahan kebijakan LKPP. Sistem digital

mencakup aplikasi (software), infrastruktur, jaringan (network), database, dan sistem keamanannya

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR

LKPP.PU.L2.PSD/2023.06

HALAMAN

PROSES

PENGEMBANGAN SISTEM DIGITAL PBJP

LEVEL

Unit Organisasi

Identifikasi Kebutuhan

Perencanaan Sistem

Pengembangan Sistem

Seluruh Unit
Organisasi di
Deputi Bidang
Transformasi
Digital

Analisis
Kebijakan
PBJP

Analisis
Kebijakan
terkait

Analisis
perkembangan
teknologi &
keamanan
informasi

Analisis Hasil
Evaluasi
Penggunaan
Sistem

Identifikasi
kebutuhan
sistem

Finalisasi

Perencanaan
Aplikasi

( )

Perencanaan

kebutuhan
sistem

| Infrastruktur

-

)

(Perencanaan
Ll

Perencanaan
Data

-

Security

)

Pengembangan

\ 4

Struktur
Database

—_ @
)

.| Pengembangan
"| User Interface

_ @
)

.| Pengembangan

Aplikasi
~~
)

> Pengembangan

Infrastruktur

_
)

> Pengembangan

Security

_

Dokumentasi 1

idih.lkpp.q

0.id
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NOMOR

LKPP.PU.L2.PSD/2023.06

HALAMAN

PROSES

PENGEMBANGAN SISTEM DIGITAL PBJP

LEVEL

Unit Organisasi

System Testing

System Deployment

Pelaporan

Y\ ) ) |
. | User Interface Pelaporan E Perencanaan i P lan dat —_——
Perencanaan Testing Hasil Testing | ! Deployment : engumpulan data
e ! (Strategi Release dan informasi Penyusunan
1 (SDM — | Backup dan Production ' setiap tahapan Laporan
? )
Metode, Rollback) | | pengembangan -
Waktu) | | Functional User ! ! v
Testing Acceptance ! ! / \
Seluruh Unit \ ) ~— Testing ! A 4 ' i d
Organisasi di R ' | llf‘(ier‘i;lllisaasril
Deputi Bldang Security : Software Build : Laporan
Transformasi P Testin — ' !
Digital g Persetujuan i ~_ i —
\ J . .
Hasil Testing | i
e D \ ) PR A— |
Integrati ' '
ntegration ! |
Teiing ' Deployment '
! Evaluation |
_ ! i
I _ i
J— ! |
1 1
Performance | |
Testing i |
- : :
1 1
1 1
I T
| y i
Pimpinan i Persetujuan i
1 1
1 1
1 1

Deployment

idih.Ikpp.g

D.id
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NOMOR LKPP.PU.L1.IKPBJ/2023.07
PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PBJP LEVEL 1
MULAI Perencanaan implementasi Penerapan Kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa
OUTPUT | Pemerintah di K/L/PD yang salah satunya adalah Indeks
AKHIR Pelaporan Tata Kelola Pengadaan.

e Merupakan proses implementasi dari kebijakan terkait pengadaan barang/jasa Pemerintah yang
membutuhkan peran serta LKPP sebagai pendorong implementasi (driver). Dalam hal ini, LKPP akan bekerja
sama dengan Instansi terkait untuk memastikan implementasi berjalan dengan baik.

KETERANGAN | ¢ Kegiatan implementasi antara lain :

Pembentukan UKPBJ, Pembentukan JF PPBJ, Akreditasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa,

Penerapan SPSE, Pembentukan Clearing House, dan Pembentukan Pemberian Keterangan Ahli.

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PU.L2.IKPBJ/2023.07-01
PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PBJP LEVEL 2
SUB-PROSES | PEMBENTUKAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI (PKA)

Unit Organisasi

Perencanaan

Koordinasi

Persiapan

Pelaksanaan

Pelaporan

) | | - N |
1 1 1 1
Pemetaan : Pendaftaran ' Penyusunan | Asesmen ] Penetapan :
Wilayah ! Calon PKA ! Kriteria PKA ! Psikologi PKA !
Sebaran PKA i ~ E E Calon PKA N J E
| v | | v |
Direktorat ! ( ) | — ! ( h !
Penanganan \ 4 ! Seleksi Calon ! ! Penandatanganan :
Permasalahan ! PKA ! Penyusunan ! v Pakta Integritas :
Hukum Identifikasi ! ' Instrument ! I\ J o
Calon PKA | | Rekrutmen i i
| | | Asesmen v :
| | i Kompetensi ‘ N
| Penetapan | | Calon PKA Penugasan PKA | Penyusunan
i Calon PKA | | (Magang) | Laporan Kegiatan
— J

! ! ! \ J
T T T T
1 1 A 4 1 1
1 1 0\ 1 1
! ! Pemilihan ! !
! ! Penyedia ! !
! ! Assessment ! !
UKBPJ ! ! ! !
i i | |
1 1 1 1
1 1 1 1
| i Pengadaan | |
| P\ ) | |
1 1 1 1
L] 1 ] 1
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NOMOR LKPP.PU.L2.IKPBJ/2023.07-02

PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PBJP LEVEL 2

SUB-PROSES | PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)

Perencanaan Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pelaporan

Unit Organisasi

Analisis kondisi | | / \ | |
keberadaan | T | Penentuan i . ;
: ! Sosialisasi ! ! Pendampingan ! Penyusunan
UKK/E?}{,SI A kebijakan b pe?éie::l :ﬁi g Eng ' | dan konsultasi _| Pemutakhiran | ! > laporan
| pembentukan | | erll?lben tukan | pembentukan data UKPBJ | pembentukan
Direktorat i UKPBJ | P key | UKPBJ i UKPBJ
Pengembangan i i i :
Profesi dan v i AN / i K / i - _/ N _/ E ~_
Kelembagaan ! ! ! !
Penetapan target | | | |
pembentukan : i i i
UKPBJ ! ! ! !

jdih.lkpp.go.id
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Puslat PBJ

Penyusunan Portofolio

Uji Kompetensi

NOMOR LKPP.PU.L2.IKPBJ/2023.07-03
PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PBJP LEVEL 2
SUB-PROSES | PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA (JF PPBJ)
Organisasi
a : : : e a |
! ; ; ! Workshop ' . . : R
Analisis kondisi JF | Koordinasi | L Verifikasi : '
PPBJ di K/L/PD ', pembentukan | pembentukan Ji "1 Usulan Pe;i?rg:;l dsalgat ! Penyusunan
) ' | JF PPBJ dengan | v L ) | laporan
. ' | Instansi terkait | 1| ~ ™ ! l Pengangkatan JF ! L )
Direktorat - \ N ! ! Pendampingan dan L ~ 'y ' J
Pengembangan ! 1| | konsultasi perhitungan ' ! A
Profesi dan Penetapan target ! | [ —— P IR PPBgJ ; Verifikasi Y —
Kelembagaan pembentukan JF ! ! ebutunan ! persyaratan ' Pengumpulan
L Y, I Sosialisasi i 7 L Y, ! data
¢ E kebijakan | i AN J
e ™\ ' pembentukan | 1 | vVerifikasi dan validasi ! i v
BemEmtEm : JF PPBJ ' | usulan kebutuhan JF ! Y e
1 .
pendekatan yang i E S PPR.I ) E ! Pemutakhiran
tepat untuk ! ! v ! ! data
pembentukan JF I | i ! -
PPBJ | i Terima Permohonan i !
| i Pengangkatan i !
! I T :
1 1 1
1 1 ! aq :
Direktorat i i i Ui :
Sertifikasi Profesi ! ! ! Kompetensi !
| | | |
| | | |
E i i Pendampingan !
i i i |
| i i |
! : ! :

idih.lkpp.a
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NOMOR LKPP.PU.L2.IKPBJ/2023.07-04
PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PBJP LEVEL 2
SUB-PROSES | AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA (LPPBJ)

Unit Organisasi

Perencanaan

Koordinasi

Persiapan

Pelaksanaan

Pelaporan

Komite Akreditasi

Verifikasi awal
dokumen LPP oleh
Sekretariat Komite

Review hasil
asesmen

Lulus

Kepala LKPP

Penetapan
Akreditasi

) : f R : : :
g : )
Analisis ! Koordinasi dengan ! ( ) ! !
kebutuhan > LPP yang akan | Penugasan | Desk :
| diakreditasi | Asesor Akreditasi| | Assessment !
AN v | - J — J !
: : A 4 : \ 4 :
1 1 1
Penentuan ! Terima ! Ve N ! —— : . . .
Puslat PBJ target LPP yang ! permohonan ! Penentuan : Visitasi ' Penyamp;ur;{has.ll hPer'lly:Iang%?n'
akan di ' |akreditasi dari LPP| ! jadwal . Asesmen asesr:lin d'e omite aslk ]f;l; asi
akreditasi AN J o pelaksanaan : reditasi e
: v | - J -
O N !
P 1 Meminta LPP ] |
sryusunan | untuk mengisi i |
instrumen | instrumen i :
akreditasi |: akreditasi i E
| J !
1 1 1
: ! ! Gagal
| ! :
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
| i i
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PU.L2.IKPBJ/2023.07-05
PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PBJP LEVEL 2
SUB-PROSES | PENERAPAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE)
Uni.t . Perencanaan Koordinasi pgeemmmg Persiapan Pelaksanaan Pelaporan
Organisasi

Seluruh Unit
Organisasi di
Deputi Bidang
Transformasi
Digital

Analisis data
pemanfaatan
SPSE

Terima
permintaan
implementasi
SPSE

Koordinasi
dengan

Instansi
terkait

Persiapan
materi
Pendampingan

\ 4

Asesmen
infrastruktur
IT

Penugasan
Tim

Pendampingan
persiapan
Pengelola SPSE

Pendampingan

persiapan Tata
Kelola SPSE

Pendampingan
persiapan
Infrastruktur
SPSE

Instalasi
SPSE

Pembuatan
Akun
Admin

Penyusunan
laporan
implementasi
SPSE

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PU.L1.PDPBJ/2023.08

PROSES PEMBINAAN & DUKUNGAN PBJP LEVEL 1
MULAI g%lel?élnﬁk;?l kebutuhan pembinaan & Peningkatan kapasitas Instansi Pemerintah; Layanan
g OUTPUT | terkait pengembangan kompetensi SDM PBJ & Pelaku
AKHIR Pelaporan Usaha; dan Indeks Kepuasan K/L/PD atas layanan LKPP

e Adalah kegiatan pembinaan dalam hal kelembagaan, sumber daya manusia, dan sistem digital di bidang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
e Kegiatan pembinaan antara lain adalah:
- sosialisasi/bimtek
- reward & punishment
KETERANGAN - pengawasan penyelenggaraan sistem pengadaan secara elektronik
pengelolaan maturitas UKPBJ (survailans, penilaian, pemeringkatan, reward & punishment)
peringkat Lembaga Pelatihan PBJ, dan SDM PBJ lainnya.
e LKPP memberikan dukungan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah kepada stakeholder terkait,
antara lain dalam bentuk konsultasi baik pengaduan maupun diluar pengaduan, advokasi, pendampingan,
Layanan Penyelesaian Sengketa. Dukungan dapat dilakukan melalui berbagai media.

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PU.L2.PDPBJ/2023.08-01
PROSES PEMBINAAN & DUKUNGAN PBJP LEVEL 2
SUB-PROSES | PENINGKATAN KAPABILITAS UKPBJ

Unit Organisasi

Identifikasi Kebutuhan

Persiapan

Pelaksanaan

Pelaporan

Direktorat
Pengembangan
Profesi dan
Kelembagaan

Analisis data
dan

Penentuan

target UKPBJ

informasi
UKPBJ

Direktorat Sistem
Pengadaan Digital

untuk
pembinaan

Telaah

kondisi saat

y

Penyusunan
bentuk dan
metode

—\

UKPRB.J

Verifikasi
Pelaksanaan .
bi Penilaian
pembinaan Mandiri
tingkat g
Kk + tingkat
ematangan kematangan

UKPBJ

)
Penyampaian
hasil
Verifikasi
tingkat
kematangan
UKPBJ (Surat

Apresiasi)

Penyusunan
laporan

Penyusunan

rencana
pelaksanaan

Pelaksanaan
pembinaan
Pemenuhan

Standar 1.PSE

Penilaian
standar LPSE

Kepala LKPP

Pemberian
Surat
Apresiasi

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PU.L2.PDPBJ/2023.08-02
PROSES PEMBINAAN & DUKUNGAN PBJP LEVEL 2
SUB-PROSES | PENINGKATAN KAPABILITAS LPPBJ
Or ggﬁllts asi I;{i:;:;ﬁt::: Persiapan Pelaksanaan Pelaporan

Pusat Pelatihan
PBJ

Analisis data
LPPBJ

Penentuan
LPPBJ yang
akan dibina

Penyusunan
rencana
pembinaan LPPBJ

4 )

Persiapan materi
pembinaan

- J

v

4 )

Koordinasi dengan
LPPBJ terkait

- J

Pelaksanaan
pembinaan

Penilaian
LPPBJ

Penyusunan
laporan

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PU.L2.PDPBJ/2023.08-03
PROSES PEMBINAAN & DUKUNGAN PBJP LEVEL 2
SUB-PROSES | KNOWLEDGE MANAGEMENT
Or gg!:i:asi ?::itﬁt:: Persiapan Pelaksanaan Pelaporan

Analisis i Penyusunan E Penayangan | ! Evaluasi Pelaporan
pengetahuan yang ! materi KM ! Materi KM ! pemanfaatan KM pelaksanaan KM
dibutuhkan dalam : ! !

PR.T : Reviu Materi| ! |

! KM ! |

Pusat Pelatihan i i :
PBJ v ! ! |
Penentuan topik E i |

KM yang akan , | i

dikelola i i :

Unit Organisasi i i i
Eselon II & Unit l Penyampaian | E
Mandiri E materi KM E !

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PU.L2.PDPBJ/2023.08-04A
PROSES PEMBINAAN & DUKUNGAN PBJP LEVEL 2
SUB-PROSES | PEMBINAAN SDM PBJ: A. PEMBINAAN JF PPBJ
Unit Organisasi -
Identifikasi Kebutuhan —’[ Persiapan ]—’ Pelaksanaan ]—“{ Pelaporan ]
Direktorat
Pengembangan Identifikasi Penyusunan
Profesi dan kebutuhan rencana Pelaksanaan Peilyusunan
Kelembagaan Pembinaan 1 pembinaan »| Pembinaan JF aporan
JF PPBJ PPBJ kegiatan
pembinaan
A 4

Koordinasi dengan Unit
Organisasi yang
membidangi pelatihan
dan uji kompetensi

\ 4

A

Koordinasi dengan
Instansi Pengguna
untuk Pembinaan JF
PPBJ

“

Persiapan kegiatan
pembinaan

jdih.lIkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PU.L2.PDPBJ/2023.08-04B

PROSES PEMBINAAN & DUKUNGAN PBJP LEVEL 2

SUB-PROSES | PEMBINAAN SDM PBJ: B. PEMBINAAN KEPALA UKPBJ

Unit Identifikasi
Organisasi Kebutuhan

Persiapan Pelaksanaan Pelaporan

\
Direktorat Analisis Peta Aelisls Iesemamngan Pell:leyrisal;gan Penyusuqan aporan
Pengembangan Kepala UKPBJ kompetensi o kegiatan
Profesi dan o berdasarkan SKJ pengerbangan pengembangfﬂln
Kelembagaan individu kompetensi
J

Pusat Pelatihan
PBJ

Pelaksanaan
pengembangan
kompetensi

jdih.lkpp.go.id
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Identifikasi
maturitas

UKPBJ

K/L/PD

Mentoring dan
coaching
pembentukan
CH

Peningkatan
kapasitas
pelaksana CH

Evaluasi kegiatan
CH di K/L/PD

NOMOR LKPP.PU.L2.PDPBJ/2023.08-05
PROSES PEMBINAAN & DUKUNGAN PBJP LEVEL 2
SUB-PROSES | PEMBENTUKAN CLEARING HOUSE
Unit Identifikasi Kebutuh Persi Pelak Pel
Organisasi entifikasi Kebutuhan ersiapan elaksanaan elaporan
o e ) : o !
Identifikasi Penentuan target i Sosialisasi Mendorong | Sosialisasi : Penyusunan
permasalahan K/L/PD yang ! pembentukan penetapan  |! aplikasi / ! laporan
pengadaan akan dibentuk | CH ke Instansi SK CH ! sistem CH ! pembentukan CH
Clearing House i terkait i i
Direktorat ! v | i ¥
. 1 A 4 1 1
Advokasi Analisis data : : Pembuatan !
Pemerintah layanan ! Pembangunan : e, ! . .
Pusat/ advokasi dari ! et e Mendorong H - . pa | Rev1u' kegiatan CH
. ! pembentukan aplikasi/sistem ! di K/L/PD
Direktorat K/L/PD ! Pele P Sekretariat CH | ! CH |
Advokasi | CH I |
Pemerintah i J i E
Daerah v ! l | | A

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PU.L2.PDPBJ/2023.08-06

PROSES PEMBINAAN & DUKUNGAN PBJP LEVEL 2

SUB-PROSES | KONSULTASI/ADVOKASI/PENDAMPINGAN

Unit Organisasi II‘{,‘:::::TI{;: Persiapan Pelaksanaan Pelaporan
L ™ i i
.. 1 1
Terima _i_» Angllls;s data Penyusunan i i
permohonan | uKung bahan/materi | Pelaksanaan | Penyusunan laporan
- ! permasalahan 3 ! ; ! akhir k ltasi
konsultasi/ | ) konsultasi/ ! konsultasi/ < Ly iBF Lokl tasi/
advokasi/ ! * advokasi/ ! advokasi/ —_—_ : advokasi/
g ! d i endampingan Sesuai pendampingan
pendampingan : pendampingan i L S Sesuai T i
| Identifikasi : :
v i | Peraturan terkait | ¢ f \ | v
, N J v Reviu hasil
b Se!;,::gull,l Unit Analisis ! ¢ _ ! Pemberian saran, Pemberian Saran, '
emilik Layanan permohonan e ~ sarai)s;};?g:;ana ! pendapat, Pendapat & ' Rekapitulasi data dan
konsultasi | X ' rekomendasi Rekomendasi ' engarsipan dokumen
g / : [T e konsultasi/ i dan/atau tindakan d indak | D e, d
advokasi/ i Surat Tugas dvokasi ' ¢ an/atau tindakan | | konsultasi, advokasi
pendampingan ! e a§1/ ! koreksi koreksi ! & pendampingan
AN J pendampingan | '
v e ~ | 4 ;
' Pengumpulan ! !
Identifikasi | informasi dari [ ! Penyusunan laporan !
permasalahan ! Nara Sumher ! Saran/Pendapat/ !
Penerima Layanan | : Rekomendasi :
! ! dan/atau tindakan !
! ! koreksi !
| | |
| | |

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PU.L2.PDPBJ/2023.08-07
PROSES PEMBINAAN & DUKUNGAN PBJP LEVEL 2
SUB-PROSES | PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK

Unit Organisasi

Identifikasi
Kebutuhan

Persiapan

Pelaksanaan

Pelaporan

Direktorat
Penanganan
Permasalahan
Hukum

Terima
permohonan
penyelesaian

sengketa

Fasilitasi
Kesepakatan
Para Pihak

Evaluasi
pendahuluan
dan penelitian
perkara

Penunjukan
Tim Pelaksana

Reviu dan
telaah
dokumen
pendukung

Penetapan
tanggal
pelaksanaan

Undangan
pelaksanaan

Persiapan teknis
pelaksanaan

Pelaksanaan
Mediasi

Pelaksanaan
Konsiliasi

Pelaksanaan
Arbitrase

Akta Perdamaian
/ Berita Acara

Putusan
Arbitrase

Penyusunan
laporan
pelaksanaan

y

Pengiriman
informasi hasil
pelaksanaan ke

Para Pihak

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PU.L1.LPN/2023.09

PROSES LAYANAN PENGADAAN NASIONAL LEVEL 1
MULAI Permintaan Kebutuhan Terpenuhinya permintaan Instansi lainnya baik dalam
OUTPUT | bentuk pengadaan barang/jasa, penayangan
AKHIR Pelaporan katalog/toko daring, dan pelatihan terkait PBJP

e Selain sebagai lembaga penyusun kebijakan, LKPP juga menyediakan beberapa layanan dalam bidang
Pengadaan Barang/Jasa Nasional untuk Instansi lain. Kegiatan layanan tersebut antara lain:
- Pengelolaan Katalog Elektronik Nasional/toko daring

KETERANGAN - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Instansi lain
- Pelatihan dan sertifikasi SDM PBJ oleh LKPP

e Proses Layanan PBJP ini dapat dihilangkan dari Proses Bisnis Level O LKPP jika sudah tidak dilakukan lagi.

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PU.L2.LPN/2023.09-01
PROSES LAYANAN PENGADAAN NASIONAL LEVEL 2
SUB-PROSES | PENGELOLAAN KATALOG

Unit Organisasi

Permintaan Layanan

Analisis

Kebutuhan

Persiapan

Pelaksanaan

Pelaporan

)

)

4 N

i ; | .
1 | 1 1
Terima | Pengumpulan . Pembuatan | Katalog E Pengumpulan data
permohonan Reviu , data dan H Etalase Produk / | Elektronik| Pengumuman 1 dan informasi
Pencantuman kelengkapan | ! informasi ! Komoditas pada | »| Pendaftaran i Kinerja Penyedia,
Barang/Jasa dokumen ! ! Aplikasi Katalog ! Pelaku Usaha | Jumlah Produk dan
pada Katalog permohonan |! I Elektronik atau ! ! Transaksi
Elektronik/ i — | Toko Daring i - !
Direktorat Pasar | / \ I ! +
Digital Pengadaan ' Penelaahan ! | (e ~
! produk untuk ' ' VO | ..
Pemberian ! Katalog | ! T s ! Analisis data dan
! : ! informasi Kinerja
tanggapan | Elektromk / : Penyusunan i »| Pendaftaran ; : Penvedia Jumlih
terhadap | Toko Daring H Delkrmca | PPMSE Agregasi Data | ' 5
permohonan : : Pengumuman : Toko PPMSE dengan ! Produk dan
Identifikasi \ )1 | ! Daring aplikasi Toko | ! Transaksi
1 .
potensi 1 \ 4 H 1 Daring 1
Pencantuman i : : i L
Barang/Jasa 1 Reviu H | Pendaftaran i
pada Katalog ! penelaahan ! Penetapan | PPMSE untuk |
Elektronik/ ! produk ! Dokumen ! menjadi Mitra | P;:{n}glsunéln liaporﬁn
Toko Darin, 1 Pengumuman 1 Toko Darin 1 atalog Elektroni
g ! ~— i = ! \ g ) | dan Toko Daring
s : | :
] T
( ) ! | |
1
impi Penetapan 1 1 1
Pimpinan i p !
P | penelaahan — i !
1 1 1 1
1 produk | 1 :
S NS | |
1 1 1 1

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PU.L2.LPN/2023.09-02
PROSES LAYANAN PENGADAAN NASIONAL LEVEL 2
SUB-PROSES | PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA
Uni.t . Permintaan Analisis Persiapan Pelaksanaan Pelaporan
Organisasi TLavanan Kehutunhan
! ! 1 1
Pelatihan Reguler i i ' '
! e R ) v N e N )
Terima ! Analisis ! Verifikasi Penetapan L i i Pengumpulan
pendaftaran ' | ketersediaan | | | Calon Peserta Tenaga | Pre-actity Post Test | data dan
1 1 \_ ) ! !
E e g R T i ¥ g B T
| | Penetapan Persiapan i Pelaksanaan Pelaksanaan i Penyusunan
| | Calon Peserta materi dan ! Pelatihan OoJT ! laporan
| R - |\ J Jol
Pusat Pelatihan I i X . X
PBJ : ; | | Evaluasi | | |
Pelatihan Non-Reguiler : ! Pelatihan | |
! - | -
R : : 4 N\ 1
Terima ' Analisis | .| Penyusunan Penetapan Persiapan i i
permohonan 1| ketersediaan ' jadwal Calon Peserta materi dan ! !
1 1 1 1
- ! A S v v | |
| | 1 1
Verifikasi ' i | Pembukaan Penetapan Penetapan _E_ i
permohonan E E Kelas Tenaga L Lokus OJT ) ! !
~ 1 1 ! !
| P 5 5
' ' Verifikasi i |
! ' | Calon Peserta | i
! N | |
| | | |

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PU.L2.LPN/2023.09-03 HALAMAN 1
PROSES LAYANAN PENGADAAN NASIONAL LEVEL 2
SUB-PROSES | SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA

Unit Organisasi

Permintaan
Layanan

Analisis Kebutuhan

Persiapan

Direktorat Sertifikasi
Profesi

Terima
permohonan
Uji Kompetensi
PBJ

)
Pengecekan
Status
Pelaksana Uji
Kompetensi

Verifikasi
Rencana Uji
Kompetensi

Verifikasi
Jumlah Peserta
Sertifikasi

Verifikasi
Skema
Kompetensi

Verifikasi
Tempat Uji
Kompetensi

\ 4

Level 1

Vs

~

Verifikasi
Sumber
Pembiayaan

Verifikasi
Jumlah
Pengawas /
Asesor

Verifikasi
Jadwal
Pelaksanaan/

Fasilitasi

Penyusunan
Materi Uji
Kompetensi

Pengelola PBJ d

N

4 N
Penetapan Penugasan
J'a'dwa'll . 1  Pengawas
Fasilitasi Uji Ui
- jian
Kompetensi

o)
N

~

)

Verifikasi

Konfirmasi
persyaratan !
™ Calon Peserta ia K’?Sltap’?n tdl:in
Sertifikasi ata Terti

)
N

- J

\_

J

)

.
RN

S

Verifikasi Pendaftaran Penyiapan Pengecekan
Tempat Uji |[— | Calon Peserta [— Materi Uji ~ [— Tempat Uji
Kompetensi Sertifikasi Kompetensi Kompetensi

- NG o\ )\ )
an Personel Lainnya
N N )
Penetapan Verifikasi .
Penetapan Penyiapan
Jadwal dokumen I,

g e i Peserta Materi Uji
Fasilitasi Uji persyaratan Sertifikasi Kompetensi
Kompetensi dan Portofolio ¢ as p

T T - J ; <
Pegfﬁinlggrllan Verifikasi Penugasan Penyamaan
persyaratan Tempat Uji Asesor persepsi Asesor
. . K tensi
dan Portofolio Kompetensi Kompetensi ompetensi
- J

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PU.L2.LPN/2023.09-03 HALAMAN |2

PROSES LAYANAN PENGADAAN NASIONAL LEVEL 2

SUB-PROSES | SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA

Unit Organisasi Pelaksanaan Pelaporan

1
o N\ 1 ~ ( \
Level 1 itori I
Monitoring dan Uneeas E Pengumpulan Evaluasi
nggan c- »|  laporan hasil »| penyelenggaraan

Sertifikat penyelenggaraan Uji Kompetensi

— g =

Reviu Laporan

P”I‘eergezlija'ril Pelaksanaan evaluasi
X p ) n Uji Kompetensi pelaksanaan
ompetensi Uji Kompetensi

Direktorat Sertifikasi i i
Profesi

Penjelasan tata

- Penandatangan Pencetakan e- Penyusunan
cara Uji . :
Kompetensi an Berita Acara Sertifikat \ J Laporan
p ketidaksesuaian

-

Pengelola PBJ dan Personel Lainnya

N N N

HEbEr e Penandatangan
Pra-Asesmen —»| rekomendasi —»| an Berita Acara| [ Pencgtakan
dan umpan Rapat Pleno Sertifikat
balik
Penyampaian
Pl Penyusunan Surat Hasil
Asesmen — S ti'nl: . — Surat - dan Sertifikat
ertiikasi Keterangan kepada
Kelulusan T .

AN J o\ )

S
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NOMOR LKPP.PU.L1.PEP/2023.10

PROSES PEMANTAUAN, EVALUASI & PELAPORAN PBJP LEVEL 1

DL Perencanaan Laporan agregat terkait PBJP dan kualitas

U kebijakan
AKHIR Pelaporan PBJP J

e Proses pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan LKPP untuk memastikan implementasi dari kebijakan
di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah telah dilaksanakan dengan baik.

e LKPP juga melakukan proses evaluasi untuk memastikan kualitas dan efektifitas kebijakan di bidang
pengadaan barang/jasa Pemerintah. Hasil evaluasi akan menjadi masukan dalam proses Perumusan

KETERANGAN Kebijakan maupun Pengembangan Sistem Digital.

e Proses pelaporan adalah kegiatan penyusunan laporan dan penyediaan informasi di bidang pengadaan
barang/jasa Pemerintah, termasuk pengkomunikasiannya kepada pemangku kepentingan seperti Presiden,
Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan masyarakat.

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PU.L2.PEP/2023.10
PROSES PEMANTAUAN, EVALUASI & PELAPORAN PBJP LEVEL 2
Orggl:itsasi Perencanaan Pemantauan PBJP Evaluasi PBJP Pelaporan PBJP
| i !
| | |
| | |
1 | |
! . Tidak Diperlukan Evaluasi !
Analisis kebutuhan _i,| Pengumpulan Analisis data ] | i iperlukan Evaluasi | ‘( . )
Pemantauan/Evaluasi ! data ! : 'L CLY RS S A aporan
. berdasarkan Kebijakan Pa— | |
Direktorat i y i !
Perencanaan | — Y : :
Transformasi ' .. | i ,
Pemantauan dan i Pengolahan Penyajian Informasi i Diperlukan Identifikasi |
Evaluasi i data hasil Pemantauan . Evaluasi permasalahan | EemEiem cam
N ! | .
it | N | | | Penampin oo
| 1 |
1 1 X |
& | : ﬁL\ |
Penyusunan rencana topik i E Analisis !
Seluruh Pemantauan /Evaluasi ! ! permasalahan !
Unit Organisasi I i !
Penyusun i | :
Kebijakan PBJP | : |
(Non-Transaksi) \ / i i i
1 I |
' ' Penyusunan |
! ! Rekomendasi |
| | ) |
| | |
| : |
| | |
| | |
| | |
| | |

jdih.lkpp.go.id
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BAB V
PROSES PENDUKUNG
LEVEL 1 & 2
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NOMOR LKPP.PP.L1.PHKM/2023.11

PROSES PELAYANAN HUKUM LEVEL 1

MULAI Identifikasi Kebutuhan Layanan Hukum

OUTPUT | Legal Drafting, Legal Advice, dan layanan hukum lainnya
AKHIR Pelaporan

KETERANGAN | Proses layanan dalam hal kebutuhan legal dan hukum internal LKPP

e -@-

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR

LKPP.PP.L2.PHKM/2023.11

HALAMAN 1

PROSES

PELAYANAN HUKUM

LEVEL 2

Unit Organisasi

Identifikasi
Kebutuhan

Pengkajian

Legal Drafting

Legal Opini/

Advice

Pelaksanaan

Pendampingan
HuklI;mg

Pelaporan

Pendampingan Hukum

Koordinasi

Penyusunan

Laporan Akhir
. J

v

4 )
Rekapitulasi Data
dan Pengarsipan

Dokumen Kegiatan

L /

Penyampaian
Hasil Legal
Drafting

]
)

| i i |
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
e ™\ E : ' | kepada APH
Terima E Analisis ! ! ! "| Pelaksanaan
Permohonan Substansi ! .. . ! D ARG ! Pemeriksaan
Layanan Hukum i Permohonan i Legal Opini/Advice L Per};:il apat/ E
BHOSDM LN J | i L Pertimbangan i
1
(Hukum) | /—#—\ I Legal Review dan/atau | | :
| Klarifikasi | Perbaikan | | .
: : Rancangan | | N\
i I?:rl;lt{raglzl;i i Peraturan 8 | |
N | Produk Hukum | | || pelaksanaan
' | ' ! emeriksaan dan
1 1 1
i \ J ! ! ' Pemberian
X v : : : Pandampingan
| i \ | Hukum
1 1 1
E Pemberian ! ! v !
: Tanggapan i i :
! ! | Penyampaian |
Kepala ' | ' Pendapat/ !
BHOSDM ' X v | Pertimbangan !
| | ' Hukum '
| | : :
1 1 1 1
| | i i
| | I I
1 I 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 I 1 1

Penyelesaian
Sengketa > ( )

Jdih.Tkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PP.L2.PHKM/2023.11 HALAMAN
PROSES PELAYANAN HUKUM LEVEL
Orggl;iiiasi Penyelesaian Sengketa (Kuasa Hukum)
Upaya Damai Replik Kesimpulan
_
A 4
)
BHOSDM Pembacaan Pembacaan
(Hukum) & Gugatan / Putusan
Pemohonan

Kuasa Hukum

Jawaban

Tergugat /
Termohon

Pembuktian

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PP.L1.PHU/2023.12
PROSES PELAYANAN HUMAS LEVEL 1
MULAI Perencanaan Kegiatan Kehumasan
OUTPUT | Publikasi, dokumentasi, dan informasi
AKHIR Pemantauan, Evaluasi, & Pelaporan
KETERANGAN Proses layanan hubungan masyarakat, mencakup antara lain layanan publikasi, layanan dokumentasi, dan

layanan informasi

» » »
Ll » »

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PP.L2.PHU/2023.12-01
PROSES PELAYANAN HUMAS LEVEL 2
SUB-PROSES | PELIPUTAN
Uni.t . Perencanaan Kegiatan Kehumasan Persiapan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan, Evaluasi &
Organisasi Pelaporan

BHU (Humas)

Identifikasi

Kebutuhan
Peliputan

Koordinasi
Kegiatan
Peliputan

Persiapan Sarana
dan Prasarana
Peliputan

Pendokumentasi
an dan Peliputan
Kegiatan

Penyusunan
Draft Berita dan
Desain Konten

Penayangan
Berita

Penyusunan
Laporan Kegiatan
Peliputan

Pendokumentasi

an Laporan

y

A
)
Penugasan

\ 4

( Reviu Draft \

A 4

( )

“NOMOR

Kepada
Personil

.PHU/2023.12-02

Berita dan
Desain Konten

Reviu Laporan

Kegiatan

Peliputan

J

jdih.lkpp.go.id
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PROSES | PELAYANAN HUMAS LEVEL |2
SUB-PROSES | KERJASAMA
Organisasi T Renumasan Persiapan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan e pelaporan

BHU (Humas)

)
Analisis

Kebutuhan

Kerjasama

—

Koordinasi
Kebutuhan
Kerjasama

[

A 4

Persiapan Proses
Penandatanganan
MOU/PKS

Administrasi
MOU/PKS

Penyusunan
Laporan
Kegiatan

Kerjasama

)

Unit Organisasi Identifikasi Monitoring dan
Eselon 2 Kebutuhan Evaluasi
Keriasama Keriasama
Penandatanganan
MOU/PKS
L. Persetujuan Rencana
Pimpinan Kerjasama (MOU/PKS)
A
Penyusunan
BHOSDM Draft Legal Drafting
(Hukum) | Kerjasama
'|  (MOU/PKS)
1

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PP.L2.PHU/2023.12-03

PROSES PELAYANAN HUMAS LEVEL 2

SUB-PROSES | PUBLIKASI

Unit Organisasi Perencanaan Kegiatan Kehumasan Persiapan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pemant:ulan, Evaluasi &
alannran

Konten Publikasi

Unit Organisasi
Eselon 2

i | |
1 1 1
dentifikasi Analisis | > ( P 1 ) | : Pemantauan dan
! engumpulan ! ) :
K;lljgltilli;l:tin iﬁ%ﬁtin . ! Bahan Publikasi : Persiapan Penayangan | Evaluasi
ikasi : \ J : Penayangan Konten Publikasi | Penayangan
BHU (Humas) ! # ! ! Publikasi
| e N | ,
v i Draft Desain i i
| Publikasi | | \
Koordinasi ! \ Y | | I
Kebutuhan Perencanaan i i '
Publikasi Publikasi : y | ! Penyusunan
' . ) | ! Laporan Kegiatan
' Penyusunan ' ! Publikasi
| Konten Publikasi | ! J
i - ~ i i
i Y i v :
1 1 1
1 1 . 1
Kepala BHU ! ! gersetujuan !
| ! enayangan :
| Persetujuan | |
i i i
1 1 1
i i i
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
i i i
1 1 1

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PP.L1.PENGADAAN/2023.13
PROSES PELAYANAN PENGADAAN LEVEL 1
MULAI Perencanaan Pengadaan
OUTPUT | Hasil pengadaan
AKHIR Pelaporan
KETERANGAN | Proses layanan kegiatan pengadaan di internal LKPP

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PP.L2.PENGADAAN/2023.13-01 HALAMAN 1
PROSES PELAYANAN PENGADAAN LEVEL 2
SUB-PROSES | PENGADAAN MELALUI PENYEDIA

Unit Organisasi

Perencanaan Pengadaan Persiapan Pengadaan

( ) e N E e N
Kuasa Pengguna Pendelegasian Tugas Penetapan dan ! Pendelegasian
Anggaran (KPA) Kepada PPK Pengumuman RUP ! Pelaksanaan Persiapan
~ J N\ J | N\ J
A 1
( - ) ( N ([ "\ Y ( )
P Kketan d P R ( ) N > Pemberian Akun LPSE
Identifikasi PBJ > emaketan dan enyusunan Rencana Rev1u.da.n l?enetapan
Konsolidasi Umum Pengadaan Spesifikasi Teknis/ | v J
L Y, N J Y, \ Y,
v v 3 v - )
e B Penetapan Uang Muka,
Pejabat Pembuat . t h ( h J P S % -
Komitmen Penetapan Jenis Penentuan Waktu Penyusunan dan aminan, Sertiixa
Barang/Jasa Pemanfaatan Penetapan HPS Garansi <51an/ atau
\_ ) L ) Penyesuaian Harga
e ) e ) Y
Penetapan Cara Reviu Anggaran Penyusunan dan
Pengadaan Pengadaan Penetapan Rancangan Penetapan Dokumen
N\ J \_ Y, _ J Persianan Pengadaan

- J

Unit Organisasi
Eselon 2

\ 4

Pengajuan Permohonan
Peneadaan kepada KPA

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PP.L2.PENGADAAN/2023.13-01 HALAMAN 2
PROSES PELAYANAN PENGADAAN LEVEL 2
SUB-PROSES | PENGADAAN MELALUI PENYEDIA

Unit Organisasi

Persiapan Pemilihan

Pelaksanaan Pemilihan

Pejabat Pembuat
Komitmen

Permintaan Proses
Pemilihan Penyedia

Penerimaan Laporan
Hasil Pemilihan

A

Pokja Pemilihan /
Pejabat
Pengadaan

A 4

Penyusunan dan
Penetapan Jadwal

A

Penyusunan dan
Penetapan Dokumen

( N ( ) (
Reviu Dokumen > Penetapan Persyaratan
Persiapan Pengadaan Penyedia
* J & ¢ J &
) e A -
Penetapan Metode Penetapan Metode
Pemilihan Penyedla Evaluasi Penawaran
J
* - * J \_
N | ™
Penetapan Metode | | Penetapan Metode
Kualifikasi Penyampaian -
N J Dokumen Penawaran
(. )

N\ 4 ) e N
Pengul.r{uma_n Penet P Penyusunan dan
Pemilihan enetapan Femenang Penyerahan Laporan
J S ¢ J _ * Y,
~ ( ) 4 )
Penerimaan Dokumen

1 Penawaran dari Peserta bl Banseln

1
) : - J & J

! v

! ( )

. Evaluasi Dokumen

! Penawaran

AN J

1

1

1

Unit Organisasi
Eselon 2

jdih.lkpp.ga.id
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NOMOR LKPP.PP.L2.PENGADAAN/2023.13-01 HALAMAN 3
PROSES PELAYANAN PENGADAAN LEVEL 2
SUB-PROSES | PENGADAAN MELALUI PENYEDIA

Unit Organisasi

Pelaksanaan Kontrak

Penyerahan Hasil

Penilaiann dan Pelaporan

Pejabat Pembuat
Komitmen

A 4

4 N
Reviu Laporan Hasil
Pemilihan
) v
( ) )
Penetapan SPPBJ Penetapan SPMK
& J

— |

Penandatanganan
Kontrak

Pelaksanaan

-

Penerimaan
Pengajuan dari

v

-

-

Permeriksaan
terhadap Hasil

J

A

<>

Sesuai

v

Tidak Sesuai

Ll

enandatanganan
BAST dengan

il

Permintaan

'LPerbaikan kepada

Penilaian Kinerja
Penvedia

4

Vs

~

Penyerahan Laporan
Pengadaan kepada

-

KPA dan Unit

J

Unit Organisasi
Eselon 2

Pekerjaan

-

Penerimaan
Laporan
Pengadaan

Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA)

Penerimaan
Laporan
Pengadaan

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PP.L2.PENGADAAN/2023.12-02 HALAMAN 1
PROSES PELAYANAN PENGADAAN LEVEL 2
SUB-PROSES | PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

Unit Organisasi

Perencanaan Pengadaan

Persiapan Pengadaan

4 ) 4 N i ( )

Kuasa Pengguna Pendelegasian Penetapan dan ! > Pendelegasian Sasaran Penetapan
Anggaran (KPA) Tugas Kepada PPK Pengumuman RUP | ! Kegiatan Penyelenggara
(& J \_ J - J

A |
v | : v
e R ( N N e R
1
X i Pemaketan dan Penyusunan Rencana | 1 Penvusunan Finalisasi dan
] . il
Identifikasi PBJ Konsolidasi Umum Pengadaan | , Penyelenggara Penandatanganan
\_ + J . ‘ J \ - J : \_ Y,
1
1
f N | D i
. 1
Pejabat Pembuat Pe};letapanJJ enis Penentuan Waktu !
Komitmen arang/Jasa Pemanfaatan :
& + J 1
1
p N v ;
Penetapan Cara Reviu Anggaran '
Pengadaan Pengadaan |
N J _ J H
1 A 4
1
1
Unit Organisasi ' Pengajuan
Eselon 2 ! Permohonan
|
+ —

Tim Persiapan

Jadwal Pelaksanaan, KAK/Spesifikasi

Penyusunan Rencana Kegiatan,

Teknis dan RAB
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NOMOR LKPP.PP.L2.PENGADAAN/2023.12-02 HALAMAN
PROSES PELAYANAN PENGADAAN LEVEL
SUB-PROSES | PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

Unit Organisasi

Pelaksanaan Kontrak

Penyerahan Hasil

Penilaian dan Pelaporan

Pejabat Pembuat
Komitmen

)

Pelaksanaan

4 )

Penerimaan

Pekerjaan

Pengajuan dari
Pelaksana Swakelola

o J
A 4
4 I
Permeriksaan
terhadap Hasil Kerja
_ J
A

Sesuai

Penandatanganan

#LBAST dengan Tim

Tidak Sesuai (

Tim Pelaksana

#LPerbaikan kepada

Penyerahan Laporan
Pengadaan kepada KPA
dan Unit Organisasi

Tim Pelaksana

Unit Organisasi
Eselon 2

Penerimaan Laporan
Pengadaan

KPA

Penerimaan Laporan
Pengadaan

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PP.L1.PUMUM/2023.13
PROSES PELAYANAN UMUM LEVEL 1
MULAI ) Beragam tergantung dari masing-masing pr
OUTPUT : ue rjﬁznn eaga ung da asing-masing proses
AKHIR - Y
Proses layanan umum terdiri dari proses pengelolaan BMN (asset LKPP); proses layanan tata usaha (buku,
KETERANGAN | dokumen naskah dinas, dan arsip); serta proses layanan keprotokolan/pimpinan)

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PP.L1.PUMUM/2023.13-01

PROSES PELAYANAN UMUM LEVEL 1

SUB-PROSES | PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

MULAI Perencanaan

Pengawasan, Pengendalian dan OUTPUT | Laporan BMN

AKHIR Pelaporan

KETERANGAN | Proses pengelolaan BMN mengacu pada regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR

LKPP.PP.L2.PUMUM/2023.13-01

PROSES

PELAYANAN UMUM

LEVEL

SUB-PROSES

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

Unit Organisasi

Perencanaan

Pengadaan

Penatausahaan

Penggunaan dan
Pemanfaatan

Pengamanan dan
Pemeliharaan

Penghapusan

Pelaporan

)

T T T
| | !
. 1
Penyampaian ' Penyampaian Vv Penl)}anipalan 1
i i i i sulan !
Unl;ﬂ;ﬁ%:n;sam Kebll.}tel?lfaann aBMN : ! Hastl l];(;\;lll%ladaan Ly Pen naan BMN Henea i ™ Penghapusan :
! ! ! . ggu ! Pemeliharaan BMN |
1
I 1
! . L\ L\ , Ji\ :
' e ¢ P T :
— . 4 N\ !
) Rekomendasi Pencatatan BMN H 4 . X !
Reviu Usulan Pelaksanaan ke Sistem ! Usulan Penetapan Pemeliharaan BMN Identlﬁkzkm BMN '
RKBMN Pengadaan BMN Pencatatan Aset 1P| Status Penggunaan dYEng ;n !
Tim P 1ol E VN T Perubahan | Pemantauan
im ;xlxvﬁ: olaan * Rekc s HER v Pencatatan BMN
ekonsiliasi
Persetui & B dengan Tim E BMN
ersetujuan -
Pencatatan Pengadaan Keuangan ' Pencatatan Kondisi -
1
1
1
1
1
1

PKRMN

Pelaporan atas
Penatausahaan Aset
ke Kemenken

BMN pada Sistem

Penghapusan ke
PB/KPB atau
Kemenkeu

-

Penyusunan

Laporan
Pengawasan &
Pengendalian

_

Pengguna Barang /
Kuasa Pengguna
Barang

Penetapan Status
Penggunaan BMN

v

-

Usulan Pemanfaatan
BMN ke Kemenkeu

S

v

Penetapan
Pemanfaatan BMN

J

)

Keputusan

Penghapusan
BMN

Reviu Laporan

jdih.lkpp.qc
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NOMOR LKPP.PP.L2.PUMUM/2023.13-02

PROSES PELAYANAN UMUM LEVEL 1

SUB-PROSES | LAYANAN TATA USAHA (BUKU, DOKUMEN NASKAH DINAS DAN ARSIP)

MULAL Penerimaan Dokumen Antara lain adalah laporan kepustakaan, persuratan,

AL A dan pengarsipan
AKHIR Pelaporan pengarsiparn.

Layanan tata usaha terdiri dari:

- Layanan buku pada perpustakaan;

KETERANGAN | - Layanan dokumen naskah dinas (surat masuk sampai surat keluar, laporan, surat tugas, surat keputusan,
dan semua dokumen yang masuk dalam perarturan Tata Naskah Dinas); dan

- Layanan arsip, baik arsip digital maupun non-digital.

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PP.L2.PUMUM/2023.13-02A
PROSES PELAYANAN UMUM LEVEL 2
SUB-PROSES | LAYANAN TATA USAHA: A. BUKU PERPUSTAKAAN

Unit Organisasi

Penerimaan
Dokumen

Registrasi

Distribusi dan/atau
Penyimpanan

Penggunaan

Pelaporan

| L N 0
; ! ( N ! . . Terima !
Penerimaan Buku ' Pemberian Identitas | | UL IR Tal P Pengembalian |
untuk | Buku 1 Penyimpanan Buku Peminjaman/ Pemi g Buku 1 Penyusunan
Perpustakaan H | | Perpanjangan Buku eminjaman Bu H Laporan
! ~ ~ X . ~ J ! Perpustakaan
' ¢ i | v - y N
1
: g L h | | Pengecekan Kondisi |
BHU (Perpustakaan) ! Input Bibliografi ! ! Pencatatan dan Kelengkapan !
I Buku pada Sistem ! ! Pemln]aman/ Buku !
i L J o : Perpanjangan Buku _ J
! ! | ¥ v !
i | | ( N
! X ' Pencatatan X
; : : Penyerahan Buku Pengembalian Buku
! | H kepada Peminjam
! N J
1 1 1
| | AN J
1 1 1
: | | v
! ! e )
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Pegawai LKPP ! ! ! Penggunaan Buku [~
1 1 1
| | AN J
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
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NOMOR LKPP.PP.L2.PUMUM/2023.13-02B
PROSES PELAYANAN UMUM LEVEL 2
SUB-PROSES | LAYANAN TATA USAHA: B. DOKUMEN NASKAH DINAS

Unit Organisasi

Penerimaan

Dokumen

Registrasi

m

BHU
(Tata Usaha)

( N\
Penerimaan Penomoran dan
Dokumen Naskah Penanggalan
(. ¢ /
4 )\
Pencatatan

-

Dokumen Naskah

Distribusi dan/atau Penyimpanan
4 )

Digitalisasi

J

> Dokumen
Naskah Dinas

v

Penyimpanan
Dokumen Digital
Naskah Dinas

v

Pengembalian/
Distribusi Naskah
Dinas ke Unit

J
~

J

Penyusunan
Laporan

Penyerahan arsip
permanen ke
ANRI/Pemusnahan
arsip

A

Naskah Dinas

Dokumen

Organisasi
Unit Organisasi . Distribusi Copy
Eselon 2 PI;en.ylmNpaLlalil Dokumen Penyerahan
rs%mii a Naskah Dinas dokumen inaktif

sesuai

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR

LKPP.PP.L2.PUMUM/2023.13-02C

PROSES

PELAYANAN UMUM

LEVEL 2

SUB-PROSES

LAYANAN TATA USAHA: C. ARSIP

Panitia Penilai dan
Pemusnah Arsip

Identifikasi Arsip Inaktif yang akan Dimusnahkan atau
Diserahkan

v

Evaluasi Arsip Inaktif yang akan Dimusnahkan atau
Diserahkan

Kepala LKPP

A 4

Pengajuan usulan Arsip Inaktif yvang akan Dimusnahkan

A 4

Penetapan Arsip usul musnah atau Arsip usul serah

Unit Organisasi Penciptaan Penggunaan dan/atau Pemeliharaan Penyusutan Pelaporan
! ( DY '
I I I
Ve N ! ( . . h Terima Pengembalian |! Pemusnahan 1
. Pencatatap ! Terima Permintaan P Peminjaman Arsip ' Penyusunan SK Panitia Pemusnahan Arsip | |
Penerimaan Dokumen Daftar Arsip | Peminjaman Arsip Inaktif 1 Penilai dan Pemusnah !
Arsip Inaktif Inaktif ! Inaktif ! Arsip Inaktif !
\§ J 1 v 1 1
v i v | :
e ™\ ' Pengecekan Kondisi || Pelaporan ke ANRI
Pemeriksaan ! Pencatatan dan Kfelengkapan 1
BHU (Tata Usaha) L | Peminjaman Arsip Arsip Inaktif '
Inaktif | st v : Penyusunan Laporan
\ J ' + J e . Daftar Arsip Vital
' ~ Pencatatan H (Permanen)
1 P ahan Arsi Pengembalian Arsip |1
1 enyerahan Arsip L VX .
H Inaktif kepada v ' IREE erai;r}lﬂ/—\ iy [
! Peminjam ( N !
Penandatanganan ] . Al Penyerahan
Berita Acara ! & J Penyimpanan Kembali | 1
Penyerahan Arsip | Arsip Inaktif
Inaktif : N J
\ B
Unit Organisasi ! Penggunaan Arsip
Eselon 2 ! Inaktif
1 Z
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

jdih.lkpp.do.id
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NOMOR LKPP.PP.L2.PUMUM/2023.13-03
PROSES PELAYANAN UMUM LEVEL 1
SUB-PROSES | LAYANAN KEPROTOKOLAN DAN LAYANAN PIMPINAN
MULAI Pengagendaan Antara lain adalah layanan protokol Pimpinan dan
OUTPUT | pengurusan dokumen untuk kepentingan dinas
AKHIR Pelaporan Pimpinan
Proses layanan keprotokolan dan layanan Pimpinan menggambarkan proses untuk melayani Pimpinan dalam hal
KETERANGAN | keprotokolan sesuai dengan regulasi terkait keprotokolan, dan melayani Pimpinan baik Pimpinan Lembaga,

Eselon I maupun Eselon II dalam hal pengurusan dokumen kepentingan dinas Pimpinan.

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PP.L2.PUMUM/2023.13-03A
PROSES PELAYANAN UMUM LEVEL 2
SUB-PROSES | LAYANAN KEPROTOKOLAN DAN LAYANAN PIMPINAN: A. LAYANAN KEPROTOKOLAN

Unit Organisasi

Pengagendaan

Persiapan

Pelaksanaan

Pelaporan

BHU (Protokol)

Terima Permohonan

Koordinasi dengan Pihak
Acara

~

J

v

Persiapan Sarana
Prasarana, Tata Tempat,
Tata Upacara & Tata
Penghormatan

~

/

J

-

\

Koordinasi Sarana
Prasarana, Tata Tempat,
Tata Upacara & Tata
Penghormatan

J

.

Ve

~

Pendampingan Kepala

Penyusunan Laporan
Kegiatan Keprotokolan

BHU
(Tata Usaha
Pimpinan)

A 4

Penjadwalan Kegiatan

Kepala

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PP.L2.PUMUM/2023.13-03B

PROSES PELAYANAN UMUM LEVEL 2

SUB-PROSES | LAYANAN KEPROTOKOLAN DAN LAYANAN PIMPINAN: B. LAYANAN PIMPINAN

Um.t . Pengagendaan Persiapan Pelaksanaan Pelaporan
Organisasi
Terima E i i
Permohonan i Koordinasi dengan | Pendampingan | Penyusunan
| Pihak Acara ! dan Pencatatan ! Laporan Kegiatan
BHU s : :
(Tata Usaha) ! ! !
v i : |
: Y | :
Penjadwalan i E i
Kegiatan ! Persiapan Sarana ! !
Pimpinan ! Prasarana dan Bahan ' !
! Persidangan Pimpinan | :

jdih.lkpp.go.id



- 76 -

NOMOR LKPP.PP.L1.PSDM/2023.14
PROSES PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA | LEVEL 1
MULAI Desain Organisasi
OUTPUT | Implementasi sistem merit
AKHIR Pemberhentian
KETERANGAN Proses pengelolaan SDM yang mencakup proses rekrutmen, budaya organisasi, struktur organisasi, pelatihan

dan pengembangan, karir, dan remunerasi

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR

LKPP.PP.L2.PSDM/2023.14-01

PROSES

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

LEVEL 2

SUB-PROSES

(1) DESAIN ORGANISASI

Unit Organisasi

Desain Organisasi

4 N 4 )
Identifikasi Kebutuhan
Evaluasi Organisasi —| Nomenklatur Jabatan di e ™
Unor
\_ ) Y, Penyusunan Standar
* # Kompetensi Jabatan
BHOSDM
(Organisasi) 4 i h h ~ < (
entifikasi . Penyusunan Draft i
Penyusunan Kajian . . Penyusunan Uraian » Penyusunan
Pembzixtgl;la;nisasi Desain Organisasi Peratur(e;n terkait Desain Jabatan "| Informasi Jabatan
g rganisasi Ve ~
N J ~ J
Penyusunan Evaluasi
Jabatan
& J
JV v N v
Pimpinan ( \ Pers%tujuap D(?sain Persetujuan
rgantsast informasi Jabatan
J
Persetujuan untuk
Perubahan
Organisasi v ~ A 4
Kepala Pc]:)neta_pag Peraturan | | Penetapan informasi
esain Organisasi Jabatan
N / J

o.id
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NOMOR LKPP.PP.L2.PSDM/2023.14-02
PROSES PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA LEVEL 2
(2) PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PEMENUHAN; (3) PENGADAAN PEGAWAI; DAN (4) ADMINISTRASI
SUB-PROSES
PEGAWAI
z \ 5 =
Penyusunan ABK E i
v i
BHOSDM ' 1
(Organisasi) Penyusunan dan | E
Penetapan Formasi | '
S J i |
e i R : . ) i
nyusunan Rencana | > Persiapan & il | entifikasi Kebutuhan elayanan engkinian Database
Pepf}e’;unenuharll2 SDM i 7| . FPerencanaan > Pegnen%l;attan * ! Ic[idntllii;lli(strals{i gegt:xgai Admirr:isltr};si Pegawai ’ gklPega“]IDait ’
N J ! :
: v $ | A
rim SO | e onboarding (- BT
: G J i ke Tnatanei Tminit
| v !
! ( ) H
i Pelaksanaan Seleksi [— |
E S J E
L, [Penetapan Pengadaan E E [ Penetapan ]7
Pimpinan Tahunan SDM ! : Administrasi Pegawai

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PP.L2.PSDM/2023.14-03

PROSES PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA LEVEL 2

SUB-PROSES | (5) PENGEMBANGAN KOMPETENSI; DAN (6) PENGELOLAAN KINERJA

Unit Organisasi Pengembangan Kompetensi Pengelolaan Kinerja

Analisis Kebutuhan Penyusunan Rencana Persiapan Kegiatan Reviu & Pelaporan Pemantauan Evaluasi dan )
BHOSDM (SDM) Pengembanggn Pengemb.angan e Pengembangan Hasil Kegiatan Kinerja Pegawai Pelaporan Kl'ner_]a
Kompetensi Kompetensi Pegawai Kompetensi Pengembangan Pegawai
Kompetensi 'y
A
A 4
Persetujuan Rencana
Tim Penilai Kinerja Pengembangan
Kompetensi Pegawai

[ N

Perencanaan Pembinaan Kinerja
Kinerja Pegawai Pegawai

Penilaian dan
Distribusi Kinerja
Akhir Tahun

Pimpinan Unit
Organisasi Eselon 2

Finalisasi Sasaran

Kinerja Pegawai [—
(SKP)

Evaluasi & Pelaporan

Pelaksanaan Kegiatan

Pegawai i
g Pengembangan aeliay
: Pengembangan
Kompetensi .
Kompetensi

-

Reviu & Feedback
Rencana Kinerja
Pegawai

Tim Pengelola
Kinerja
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NOMOR LKPP.PP.L2.PSDM/2023.14-04

PROSES PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA LEVEL 2

SUB-PROSES | (7) PENGEMBANGAN KARIR; DAN (8) PENGELOLAAN PENGGAJIAN

Unit Organisasi Pengembangan Karir Pengelolaan Penggajian
1
h : e ~
Identifikasi Kebutuhan 1 Pengumpulan data
BHOSDM (SDM) Pengembangan Karir | terkait Penggajian
! Pegawai
J 1
1
¢ Kepala 1 +
1
) ( ) !
Penyusunan Rencana »| Penetapan Panitia : Reviu data terkait
Pengembangan Karir 7 Seleksi ! Penggajian Pegawai
J N : J | N J
v i
Ve 1
1
. 1
Panitia Seleksi Pelaksanaan Sele.k31 !
& Rekomendasi '
. 1
Seleksi \_ Y, Kepala :
( i
. . . . . !
Tim Penilai Kinerja Persetujuan Rencana »| Penetapan Pengembangan '
Pengembangan Karir Non Seleksi - Karir Pegawai !
1
i
1
! \ 4
' ( )
. 1
Tim Keuangan I Penghitungan Pembayaran
1 . .
' Penghasilan Penghasilan
1
! - J
1
| v
! ( )
Pejabat Pembuat 1 Validasi
Komitmen ' Penghitungan
1 Penghasilan
' - J
1




NOMOR LKPP.PP.L2.PSDM/2023.14-05
PROSES PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA LEVEL
SUB-PROSES | (9) PENGELOLAAN PENGHARGAAN; DAN (10) PEMBERHENTIAN

Unit Organisasi

Pengelolaan Penghargaan

Pemberhentian

T
e ™
1
Penyusunan Rencana : Identifikasi
BHOSDM (SDM) Pemberian : Pemberhentian Pegawai
Penghargaan . \ J
| v
X 4 )
1
! Administrasi
: Pemberhentian Pegawai
1
! S J
|
Unit Organisasi Pengusulan Pegawai Penerima :
Penghargaan '
1
1
| :
T
4 ) X 4 )
. . 1
Tim Penilai Kinerja Seleksi Pegawai I Reviu Pemberhentian
Penerima Penghargaan : Pegawai
- J | \_ Y,
1
|
y ! A 4
4 ) 1 4 )
1
Penetapan dan ! Penetapan Pemberhentian
Kepala LKPP Pemberian Penghargaan | Pegawai
1
& J ! . J
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1




-82 -

NOMOR LKPP.PP.L1.RND/2023.15

PROSES PENGKAJIAN & PEMBANGUNAN LEVEL 1
MULAI }[‘c})er;ic{lﬁkam Kebutuhan & Penetapan
p OUTPUT | Kajian
AKHIR Pelaporan & Rekomendasi
e Proses pengkajian dan pembangunan untuk menghasilkan kegiatan tata kelola pengadaan yang lebih efektif
dan efisien
KETERANGAN | ° Pengkajian adalah studi/pembelajaran terhadap suatu konsep/sistem/metodologi/teori/fakta/peristiwa

untuk menghasilkan suatu informasi/pengetahuan atau rekomendasi
e Pembangunan adalah kegiatan menciptakan produk baru atau perubahan produk yang ada dengan tujuan
penambahan nilai (value added)

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PP.L2.RND/2023.15
PROSES PENGKAJIAN & PEMBANGUNAN LEVEL 2
Unit Organisasi Identifikasi Kebutuhan Perencanaan dan Pelaksanaan Pengkajian / Uii Coba Pelaporan dan
dan Penetapan Topik Persiapan Pembangunan J Rekomendasi
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 ]
1 1 1 ]
4 N\ ! ( ) ! . 4 N ! ! 4 N\
Identifikasi Kebutuhan ! . ! Pengkajian N Pelaksanaan ! ! N Penyusunan
Pengkajian/ Pembentukan Tim ! - Pengkajian ! ! - Laporan &
Pembangunan L | X ' Kesimpulan
1 1 1 \ )
- 7 v | v | | 7
[ 1 1 1
A 4 ! ! 1 |
f N Penentuan ' Pengolahan dan ' ! Pen
. .. yusunan
A L. Penentuan Topik, Ruang : Metodologi _E_> GREISRE i i Rekomendasi
Unit Organisasi Lingkup dan Tujuan f - _/ ' N\ . . S )
Eselon 2 H + , v , ,
~ 0 N ( | | /—+—\
' Penyusunan ' Pengambilan ! ! .
! Jadwal & Rencana ! Kesimpulan ! ! Piny ampalaaBn
Kegiatan et
| & | ~ /i | Rekomendasi
! - J ! 1 1
1 1 1 1
1 ¢ 1 1 1 - S
L ~ : @ Y ( ) :
1 1 1 1
H Persiapan Bahan, H > Pelaksanaan . »| Persiapan Uji Coba H
! Sarana dan I Pembangunan Pembangunan i '
1 1 1 1
! Prasarana ! o J ! - * J !
AN J | | - ~ |
1 1 1 1
' ' ' Pelaksanaan Uji !
| | ' Coba !
1 1 1 1
1 1 1 1
: : : v |
1 1 1 1
1 1 1 1
' ' ' Pengambilan '
! ! ! Kesimpulan !
| | | - J |

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PP.L1.TIK/2023.16
PENGELOLAAN TEKNOLOGI
PROSES INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) LEVEL | 1
e Desain Arsitektur OUTPUT Ketersediaan sistem dan infrastruktur TIK, serta hasil
AKHIR Pelaporan analisis data dan informasi
KETERANGAN Proses pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi terdiri atas 2 (dua) proses, yaitu pengelolaan sistem &

infrastruktur, dan pengelolaan data & informasi

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PP.L1.TIK/2023.16-01

PENGELOLAAN TEKNOLOGI
PROSES INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) LEVEL 1

SUB-PROSES | PENGELOLAAN SISTEM DAN INFRASTRUKTUR

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PP.L2.TIK/2023.16-01 HALAMAN 1

PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
PROSES | 4 OMUNIKASI (TIK) LDl 2

SUB-PROSES | PENGELOLAAN SISTEM DAN INFRASTRUKTUR

Orgtsj:tli:asi Desain Arsitektur & Keamanan TIK Desain Sistem Pengembangan Aplikasi Instalasi & Konfigurasi Infrastruktur
T T T
e a | L ™ e N
1 1 . 1 . .
Identifikasi Desain Arsitektur I | Desain Mockup ' 5| Pengembangan User | Dokumentasi Persiapan Dokumentasi
Kebutuhan TIK Infrastruktur TIK ' Aplikasi ' Interface Pengembangan N Instalasi Instalasi &
i ] D I Tt Konfigurasi
Pusdatin ~ J : : : ~ J Infractriletiir
(Sistem ) EE— 1 - ~ 1 1 (#\
Informasi) H X X
N Desain Arsitektur Identifikasi User N Desain Topologi 1 Pengembangan 1 Instalasi
Aplikasi \ Requirements Infrastruktur : Struktur Database : Infrastruktur
p— ) | . B —
1 1 1
R 1 1 1
1 1 1
N Desain Arsitektur ' N Desain Topologi ' ) Pengembangan X Konfigurasi
Keamanan TIK ! Keamanan ! Infrastruktur ! Infrastruktur
~_ @@ ' o\ P e J
. . T
1 1 1
1 1 1
Unit : : :
Organisasi 1 . . 1 1
Eselon 2 (User) ' Persetléj_u?n DR X !
! istem ! !
1 I 1
1 1 1
1 1 1
\4 1 1 |
1 1
i | |
1 1 1
1 1 1
A Persetujuan Desain ! ! !
Steer.mg Arsitektur & Keamanan TIK H H H
Committee 1 1 1
| | |
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1 .
dih.Ikpp.go.id
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NOMOR

LKPP.PP.L2.TIK/2023.16-01

HALAMAN

PROSES

PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN

KOMUNIKASI (TIK)

LEVEL

SUB-PROSES

PENGELOLAAN SISTEM DAN INFRASTRUKTUR

Unit i
Organisasi Testing Implementasi Pemeliharaan dan Dukungan TIK Pem;:;al;x;gi)g;r:ﬂuam
] T T
1 I 1
| 1 1
User Interface ! | Pemeliharaan '
H ' 4 ) X . )
. a | 1
S]ie;rtlial? ; Functional i Persiapan Rilis ! Perencanaan Pelaksanaan Penyusunan Laporan |i Pengumpulan Data
g Testing i Impelementasi Production |, Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan & Informasi TIK
Pusdatin 1 1
(Sistem ' | N J ~ <
Informasi) Security Testing ! ! - ~ /#\
1 1
. . Pelaksanaan
1
| Implementasi di 1 Tegﬁljurr’ler;lluﬁzan Pelayanan Penf;{ll i?lrrllana;?[%czran Penyusunan Laporan
Integration ' Server Production ' 3 Dukungan TIK 3 ' Evaluasi TIK
Testi 1 1
esting : h ~ J ! \ _J
! | Dukungan TIK X
1 1
Performance : 1 1
Testing ! ! !
1 ! 1
I 1 1
1 1 1
1 1 1
: v ! |
Unit v ! ! !
Organisasi : Persetujuan Rilis : : Persetujuan Laporan
Eselon 2 UserlAcceptencel| ! Production | 1 Evaluasi TIK
(User) | 1 1
Test 1 1 1
1 I 1
| 1 1
| 1 1
1 1 1
1 1 1
1 I 1
Persetujuan |} | ' '
Implementasi 1 ! !
- : ! |
1 I I
1 I I
1 1 1
1 I 1
1 I 1
1 1 ! - - -
: : | dih.lkpp.gp.id
i | |
1 L] 1
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NOMOR LKPP.PP.L1.TIK/2023.16-02

PENGELOLAAN TEKNOLOGI
PROSES INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) LEVEL 1

SUB-PROSES | PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PP.L2.TIK/2023.16-02
PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
R KOMUNIKASI (TIK) LEVEL 2
SUB-PROSES | PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
Unit Desain Arsitekt Pengumpulan dan P lahan Dat Analisis Data d P jian dan Pel Dat
Organisasi Data dan Informasi Penyimpanan Data dan dan Informasi ““Informasi YA dan Tnformasi
Identifikasi Pengumpulan Analisis Hasil | T
Kebutuhan Data Data & . Pzr;io}i?;rrlnzsita A{Pengolahan Data Pelr,lg;)los;laian Pf;g(?:;n
dan Informasi Informasi dan Informasi

Pusdatin

(Sistem VL L i
Informasi) [

Sinkronisasi &
Reviu Data

Desain Arsitektur
Data dan Informasi

Penyimpanan
Data &
Informasi

Penyusunan Hasil
Pengolahan Data
dan Informasi

Penyusunan
Kesimpulan

Kepala Pusdatin

4

Persetujuan
Desain Arsitektur
Data & Informasi

A 4

Reviu Kesimpulan
Analisis Data dan
Informasi

Reviu Laporan

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR LKPP.PP.L1.KEU/2023.17
PROSES PENGELOLAAN KEUANGAN LEVEL |1
MULAI Perencanaan
OUTPUT | Laporan keuangan
AKHIR Pelaporan
KETERANGAN | Proses pengelolaan keuangan organisasi

jdih.lkpp.go.id
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NOMOR

LKPP.PP.L2.KEU/2023.17

PROSES

PENGELOLAAN KEUANGAN

LEVEL

Unit Organisasi

Perencanaan

Pelaksanaan

Pengujian

Pembayaran

Penjaminan Mutu

Pelaporan

IR [ (& Input RPD di Aplikasi

RAB
M P_erer_lcaelln & ll Pelaksanaan Kegiatan
Unit Organisasi v onitoring Intern: !
Eselon 2 LKPP H
1
Penyusunan Rencana L :
Penarikan Dana (RPD) 1
1
1
BPKEU Input Pagu DIPA Aplikasi

(Evaluasi & Pelaporan)

Perencanaan & Monitoring
Internal LKPP

1
1
1
1
1
1
i
1
BPKEU Input RPD ke Aplikasi :
(Perencanaan) Keuangan dari Kemenkeu | |
! — -
1 I I 1 I
Pejabat Pembuat | Penyusunan Dokumen | | i |
Komitmen ' Pertanggung jawaban i | | |
| | | : |
T T T T T
1 1 1 I 1
KPA ! ! ' ' Evaluasi & Monitoring \
: : : : Pelaksanaan Anggaran :
| 1 1 1 1
1 T T T T
: ! v ! ! e )
: : : : : Pembuatan Data
1 1 Pengujian dan 1 1 1\ J
! ' Pemeriksaan . | | p v ~
BPKEU ] ! Dokumen Persiapan Pembavaran ! H . .
(Keuangan) : | | Pertanggungjawaban \ | Analisis Data Register
! ! Keuangan v ' P g
1 1 1 1
1 1 1 1
1 I 1 1
1 I 1 1
1 I 1 1
1 L] 1 1

Pengiriman SPM ke
KPPN

v

Penyusunan Laporan

J

jdih.lkpp.go.id
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BAB VI
PENUTUP

Peta Proses Bisnis LKPP disusun agar kinerja organisasi berjalan efektif dan
efisien dan bernilai tambah bagi pemangku kepentingan, yang disusun berdasarkan
prinsip penyusunan Peta Proses Bisnis yang dimandatkan oleh Kementerian PANRB
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah,
diantaranya yaitu:

1. Definitif, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta
keluaran yang jelas;

2. Urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan
sesuai waktu dan ruang;

3. Pelanggan atau pengguna layanan, yakni orientasi pada pelanggan akhir penerima
hasil dari proses;

4. Nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan
nilai tambah pada penerima;

S. Keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait
dalam suatu struktur organisasi;

6. Sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa
terkecuali dan digambarkan secara sederhana; dan

7. Konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi.

Peta Proses Bisnis dapat berubah apabila strategi organisasi berubah dan perlu
disusun kembali agar tujuan organisasi dan pelayanan kepada pemangku
kepentingan tercapai dengan efektif dan efisien.

Demikian Peta Proses Bisnis ini disusun sebagai acuan dalam menjalankan

proses kerja bagi seluruh unit organisasi LKPP.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI
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